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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi pengaruh 

meningkatnya balap liar di Kota Tegal, mendiskripsikan peran kepolisian dalam 

menanggulangi balap liar, serta untuk mengetahui kendala dan solusi kepolisian 

dalam menanggulangi balap liar. Kota Tegal merupkan salah satu kota yang masih 

sering terjadi kegiatan balap liar. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya 

tindak pidana balap liar yang dapat memberikan dampak negative bagi 

masyarakat sekitar dan juga pelaku tindak pidana balap liar.  

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan 

gambaran yang akurat tentang fenomena, fakta-fakta, atau aktivitas mengenai 

tindak pidana balap liar di Kota Tegal. Sumber data didapatkan dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya tindak pidana balap 

liar di Kota Tegal berasal dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, 

faktor ekonomi, dan faktor internal dari dalam diri pelaku. Peran kepolisian dalam 

menangani kasus tindak pidana balap liar di Kota Tegal yakni dengan melakukan 

penegakan hukum yang berlaku, mengajak masyarakat dan instansi terkait untuk 

saling bekerjasama dalam penanganan tindak pidana balap liar. Kendala yang 

didapatkan oleh Kepolisian Kota Tegal dalam menanggulangi tindak pidana balap 

liar di Kota Tegal adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemahiran joki 

dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, serta banyaknya 

jumlah pelaku balap liar yang mengikuti tindak pidana balap liar yang tidak 

seimbang dengan jumlah aparat kepolisian yang bertugas.  Solusi yang diberikan 

untuk menangani kendala yang dihadapi dalam tidak pidana balap liar di Kota 

Tegal adalah dengan melakukan sosialisiasi dengan merata kepada seluruh 

komponen masyarakat, rutin melakukan razia, serta penambahan jumlah personel 

aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan dan pemberian tindak lanjut 

pada pelaku.  

 

 

Kata Kunci:  Balap Liar, Kepolisian, Yuridis Empiris, Penanggulangan, Kota 

Tegal  
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out the factors that affect the increase in illegal 

racing in Tegal City, describe the role of the police in tackling illegal racing, and 

to find out the obstacles and solutions of the police in tackling illegal racing. 

Tegal City is one of the cities where illegal racing activities still often occur. This 

causes an increasing number of illegal racing crimes that can have a negative 

impact on the surrounding community and also the perpetrators of illegal racing 

crimes.  

This research is a qualitative type of research using an empirical juridical 

approach. This research is descriptive to provide an accurate description of the 

phenomenon, facts, or activities regarding illegal racing crimes in Tegal City. 

Data sources are obtained from primary data sources and secondary data 

sources. The data collection technique uses literature techniques, document 

studies, and interviews. 

The results of the study show that the increase in illegal racing crimes in 

Tegal City comes from family environmental factors, social environment, 

economic factors, and internal factors from within the perpetrators. The role of 

the police in handling cases of illegal racing crimes in Tegal City is by enforcing 

the applicable laws, inviting the community and related agencies to cooperate 

with each other in handling illegal racing crimes. The obstacles obtained by the 

Tegal City Police in tackling illegal racing crimes in Tegal City are the low legal 

awareness of the community, the skill of jockeys in riding motorcycles at high 

speeds, and the large number of illegal racing perpetrators who participate in 

illegal racing crimes that are not balanced with the number of police officers on 

duty.  The solution provided to deal with the obstacles faced in not criminalizing 

illegal racing in Tegal City is to socialize evenly to all components of society, 

routinely conduct raids, and increase the number of police personnel to arrest and 

provide follow-up to the perpetrators. 

 

 

Keywords: Wild Racing, Police, Empirical Juridical, Prevention, Tegal City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia, sebagai negara berparadigma hukum, berupaya 

menegakkan supremasi hukum sebagai pandangan hidup guna mewujudkan 

kehidupan yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh 

masyarakat. Upaya ini selaras dengan cita-cita luhur yang terpatri dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta turut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan 

bermasyarakat yang tertib dan aman, tentu saja tidak ada ruang bagi aktivitas 

ilegal yang membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Namun, 

fenomena balap liar justru menjadi ancaman yang semakin meresahkan bagi 

masyarakat
1
. 

Balap liar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "street racing" 

merupakan aktivitas yang melibatkan kendaraan bermotor, untuk berlomba di 

jalan raya secara ilegal dan tidak terkendali
2
. Fenomena ini tidak hanya 

mengancam keselamatan para pelaku dan penonton, tetapi juga 

membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat umum yang 

menggunakan jalan raya. Aksi balap liar yang dilakukan dengan kecepatan 

                                                       
1 Arifin R. And Lestari R.D., „Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Balap Liar Di Kota Pekanbaru‟, Jurnal Hukum Respublica, 18.2 (2019), 411–28. 
2 Simanungkalit M, Street Racing: Ancaman Keselamatan Di Jalan Raya (Yogyakarta: 

Andi, 2019). 
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tinggi dan manuver ekstrem dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas 

yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran ketertiban 

umum diatur dalam Pasal 503 ayat (1) yang berbunyi: "barang siapa 

membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat 

terganggu". Sementara itu, membahayakan keselamatan jiwa seseorang diatur 

dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" dan Pasal 360 KUHP yang 

berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan 

orang lain mendapat luka-luka berat"
3
. 

Balap liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa 

dampak negatif yang cukup serius bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif 

dari balap liar antara lain mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu 

ketertiban umum, merusak fasilitas umum, dan menciptakan citra negatif bagi 

kota tempat kejadian tersebut terjadi. Dampak negatif yang paling nyata dari 

balap liar adalah mengancam keselamatan masyarakat yang menggunakan 

jalan raya. Selain mengancam keselamatan, balap liar juga berpotensi 

mengganggu ketertiban umum. Suara bising dari knalpot racing, asap 

knalpot, serta kemacetan yang ditimbulkan oleh aktivitas balap liar dapat 

mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi balap. 

Dampak negatif lain dari balap liar adalah rusaknya fasilitas umum, seperti 

jalan raya, trotoar, dan perlengkapan jalan lainnya. Aksi balap liar yang 

                                                       
3 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 32nd Edn (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016). 
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melibatkan kecepatan tinggi dan manuver ekstrem dapat menyebabkan 

kerusakan pada permukaan jalan, pagar pembatas, dan rambu-rambu lalu 

lintas. Terakhir, fenomena balap liar yang terus berlangsung dapat 

menciptakan citra negatif bagi kota tempat kejadian tersebut terjadi. Balap 

liar yang sering terjadi di suatu kota dapat menimbulkan persepsi bahwa kota 

tersebut tidak aman dan tertib, sehingga dapat mempengaruhi minat investasi 

dan pariwisata
4
.  

Fenomena aksi balap liar yang dilakukan oleh anak muda dan remaja 

semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu 

contohnya terjadi di kota Tegal. Di kota ini, kasus balap liar masih sering 

terjadi dan mengganggu kenyamanan warga. Hal ini terungkap dalam 

kunjungan Kapolres Tegal ke Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi, 

sebagaimana diberitakan: Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun 

beserta rombongan mengunjungi Kelurahan Kagok, Kecamatan Slawi pada 

24 Maret 2023. Kunjungan ini dalam rangka bertatap muka dengan 

masyarakat dan menampung aspirasi mereka. Salah satu warga 

menyampaikan keluhannya tentang masih seringnya terjadi balap liar di 

daerah tersebut yang mengganggu kenyamanan warga. Pelanggaran lalu 

lintas ini berupa ajang balapan liar yang berlangsung dari malam hari hingga 

pagi hari ketika jalanan mulai sepi. Kegiatan balap motor liar ini sangat 

berisiko karena dilakukan tanpa menggunakan perlengkapan keamanan 

seperti helm, sarung tangan, pelindung siku, dan jaket berkendara. Seringkali, 

                                                       
4 I. Gunawan And L. Mulyadi, „Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di 

Wilayah Hukum Polres Malang Kota‟, Jurnal Penegak Hukum Dan Keadilan, 1.1 (2020), 69–80. 
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motor yang digunakan untuk berlomba pun tidak dilengkapi dengan surat-

surat yang diperlukan dan disertai dengan knalpot yang tidak sesuai dengan 

regulasi dan peraturan lalu lintas.  Tidak hanya membahayakan diri sendiri, 

balap liar ini juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya karena 

dilakukan di jalanan umum
5
. 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya balap liar, antara 

lain faktor psikologis, faktor lingkungan, kurangnya pengawasan dari pihak 

berwenang, serta minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

pemerintah untuk menyalurkan minat dan hobi balap secara legal dan aman. 

Faktor psikologis, terutama pada kalangan remaja, menjadi salah satu 

pendorong utama terjadinya balap liar. Pada usia remaja, dorongan untuk 

mencari jati diri, mengekspresikan diri, dan mencari sensasi baru sangat kuat. 

Balap liar dianggap sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan 

mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Selain itu, lingkungan pergaulan 

yang kurang baik, seperti bergabung dengan kelompok atau geng yang sering 

melakukan balap liar, juga dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut terlibat 

dalam aktivitas tersebut. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang 

tegas dari pihak Kepolisian dan instansi terkait juga menjadi salah satu 

penyebab terjadinya balap liar. Kurangnya pengawasan membuat para pelaku 

merasa bebas untuk melakukan aksi balap liar tanpa takut tertangkap atau 

mendapat sanksi. Terakhir, kurangnya sirkuit balap resmi dan fasilitas 

olahraga otomotif yang memadai juga turut berkontribusi dalam munculnya 

                                                       
5 Suara Indonesia, „Balap Liar Dan PJU Jadi Pembahasan Jumat Curhat Kapolres Tegal Di 

Kelurahan Kagok Slawi‟, Suara Indonesia (Tegal, 2023). 
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fenomena ini, karena mendorong para penggemar balap untuk melakukannya 

di jalan raya umum
6
. 

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, dalam menghadapi 

tantangan penanggulangan balap liar ini, peran Kepolisian sebagai institusi 

penegak hukum menjadi sangat krusial. Kepolisian memiliki tanggung jawab 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam 

menangani masalah balap liar yang semakin meresahkan. Oleh karena itu, 

upaya penanggulangan balap liar harus dilakukan secara komprehensif dan 

dengan melibatkan berbagai pihak terkait
7
. Undang-undang ini mengatur 

tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, termasuk dalam menanggulangi fenomena balap liar. 

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa Kepolisian bertugas 

menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan (Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002)
8
.  

Aparat yang berwenang mencerminkan kekuasaan. Setiap aparat 

memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan 

hak-hak kepada aparatur negara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat 

fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki 

fungsi terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan. 

                                                       
6 Junaidi A., Peran Polisi Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Jalan Raya (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2020). 
7 Pratama A. A. P. And Paramita L. P. R., „Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang 

Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Badung‟, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.2 (2021), 

266–71. 
8 Kepolisian Negara Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, 

MCMXCIX. 
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Melihat fenomena penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan anak muda 

atau remaja saat ini, sudah waktunya bagi pihak kepolisian, khususnya Polres 

Tegal Kota, untuk mengambil prosedur peran yang seharusnya sesuai dengan 

hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar aksi-aksi 

balap liar tidak semakin berkembang dan tidak mengkhawatirkan pengguna 

jalan atau masyarakat. Terdapat beberapa peran utama yang dapat dilakukan 

oleh Kepolisian dalam menanggulangi fenomena balap liar, antara lain 

melakukan penegakan hukum, meningkatkan pengawasan dan patroli, 

melakukan sosialisasi dan edukasi, bekerja sama dengan instansi terkait, serta 

meningkatkan keterlibatan masyarakat
9
. Salah satu peran utama Kepolisian 

dalam menanggulangi balap liar adalah melakukan penegakan hukum secara 

tegas dan konsisten. Kepolisian harus bertindak tegas dalam memberikan 

sanksi kepada para pelaku balap liar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan melalui 

penindakan terhadap para pelaku balap liar, tetapi juga melalui pemberian 

sanksi yang setimpal bagi pihak-pihak lain yang terlibat, seperti penonton, 

penyedia lokasi balap, dan pihak-pihak lain yang mendukung terjadinya 

aktivitas tersebut. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian 

dalam menindak pelaku balap liar yang melanggar peraturan lalu lintas. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatur 

dengan sangat jelas kewenangan dan peran polisi. Oleh karena itu, untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya, hal ini harus 

                                                       
9 Rizky R. M., „Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah 

Hukum Polres Gresik‟, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7.1 (2022), 

68–75. 
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ditangani dengan kesungguhan oleh polisi. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maupun 

mobil yang dapat menyebabkan kecelakaan, khususnya dalam mengatasi 

balapan liar yang dilakukan kalangan remaja sehingga tidak mengganggu dan 

membahayakan pengguna jalan lainnya.  Dalam melaksanakan tugas dengan 

kesungguhan untuk mengatasi penanggulangan balapan liar, polisi harus 

memberi sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada Pasal 115 huruf b dan 

Pasal 297 yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 

3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
10

. 

Kepolisian juga berperan dalam meningkatkan pengawasan dan 

patroli di lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat terjadinya balap liar. 

Kepolisian perlu meningkatkan patroli dan pengawasan di jalan-jalan besar 

atau lokasi yang sering digunakan untuk balap liar, sehingga dapat mencegah 

terjadinya aktivitas tersebut sejak dini. Pengawasan dan patroli yang intensif 

tidak hanya dapat mencegah terjadinya balap liar, tetapi juga dapat 

menangkap para pelaku secara langsung saat mereka melakukan aktivitas 

tersebut. Hal ini akan memberikan efek jera dan membuat para pelaku 

berpikir dua kali sebelum melakukan balap liar kembali. Peran lain yang 

dapat dilakukan Kepolisian adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat, terutama kalangan remaja, tentang bahaya dan dampak negatif 

                                                       
10 Badan Pusat Statistic, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Badan Pusat Statistic, 2009, II, 255. 
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dari balap liar
11

. Kepolisian dapat bekerja sama dengan instansi terkait, 

seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan penyuluhan 

dan edukasi kepada pelajar dan remaja mengenai pentingnya mematuhi 

peraturan lalu lintas dan bahaya dari balap liar. Sosialisasi dan edukasi ini 

dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan di sekolah-

sekolah, kampanye di media sosial, atau acara-acara khusus yang melibatkan 

remaja. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, 

terutama kalangan remaja, mengenai bahaya balap liar, diharapkan dapat 

mengurangi minat dan partisipasi dalam aktivitas tersebut. 

Pada tahun 2024 Bulan Oktober, kasus balap liar yang berhasil 

diamankan oleh kepolisian resor tegal sebanyak 14 kasus. Dari 14 kasus 

tersebut, kepolisian berhasil menyita puluhan motor yang digunakan untuk 

aksi balap liar tersebut.  

Fenomena balap liar merupakan masalah yang cukup serius dan perlu 

ditanggulangi secara komprehensif oleh berbagai pihak, terutama Kepolisian 

sebagai institusi penegak hukum. Meskipun terdapat beberapa tantangan dan 

kendala yang dihadapi, Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam 

upaya penanggulangan balap liar, mulai dari penegakan hukum, pengawasan, 

sosialisasi, hingga kerja sama dengan instansi terkait dan melibatkan 

partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Tegal Kota 

merupakan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan dan 

melaksanakan penegakan ketertiban dalam masyarakat Kota Tegal. Upaya 

                                                       
11 A. Wijayanto And Hartono, „Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar 

Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo‟, Jurnal Hukum Unisri, 38.1 (2018), 1–21. 
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Kepolisian Resor Tegal Kota dalam mengungkap tindak pidana balap liar 

sangat dibutuhkan guna mengetahui bagaimana kegiatan balap liar itu 

dilakukan, faktor-faktor penyebab tindak pidana balap liar, peran kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, serta hambatan dan 

solusi yang dialami kepolisian dalam mengungkap tindak pidana balap liar 

yang kerap kali terjadi di jalanan Kota Tegal
12

. 

Dengan adanya penanganan yang tepat dan penindakan yang tegas 

dari pihak kepolisian terhadap aksi balap liar, diharapkan dapat memberikan 

efek jera bagi para pelaku balap liar dan menciptakan keamanan serta 

ketertiban di jalan raya demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : "PERAN KEPOLISIAN 

DALAM MENANGGULANGI BALAP LIAR DI KOTA TEGAL” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa faktor yang menyebabkan meningkatnya balap liar di kota Tegal? 

2. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balap 

liar? 

3. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana balap liar? 

                                                       
12 Sulistyawan A.Y. And Hartanto J.A., „Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar 

Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Surakarta‟, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3.2 

(2021), 183–198. 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor yang menjadi pengaruh meningkatnya balap liar. 

2. Mengetahui peran dari Kepolisian dalam menanggulangi balap liar. 

3. Mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam menanggulangi balap 

liar. 

D. Kegunaan Penelitian  

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dari segi teoritis maupun praktis : 

1. Secara Teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, 

mengenai proses penanggulangan tindak pidana balap liar. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam 

penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang sama. 

2. Secara Praktis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, dan instansi terkait 

dalam upaya penanggulangan tindak pidana balap liar. 

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada aparat penegak hukum yang terlibat dalam 

penanggulangan tindak pidana balap liar. 
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c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan bahan 

penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

E. Terminologi  

Terminologi merupakan pemaparan definisi atau penjabaran makna 

dari istilah-istilah utama yang termuat dalam judul skripsi harus disusun 

dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, 

merujuk pada sumber-sumber literatur yang terpercaya, serta berpedoman 

pada kamus bahasa Indonesia yang valid.  

Beberapa terminologi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi 

Balap Liar Di Kota Tegal". 

1. Peran  

Dalam kamus besar bahasa indonesia peran adalah sebuah 

penugasan atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau suatu 

entitas dalam rangkaian peristiwa atau aktivitas tertentu. 

2. Kepolisian  

Kepolisian merupakan institusi atau badan yang memiliki otoritas 

dan kewenangan untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan 
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melindungi masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku
13

. 

3. Menanggulangi 

Dalam leksikon resmi Indonesia, istilah “menanggulangi” 

memiliki beberapa makna yang saling berkaitan. Definisi ini mencakup 

tiga aspek utama yaitu kemampuan untuk menghadapi suatu situasi, 

kapasitas untuk menghadapi tantangan, dan tindakan pencegahan 

terhadap berbagai kemungkinan negatif. Dalam ranah yuridis penegakan 

hokum, konsep “menanggulangi” sering kali ditemukan dalam konteks 

yang lebih spesifik. Frasa seperti “penanggulangan kejahatan” atau 

“penanggulangan tindak pidana” kerap digunakan untuk menggambarkan 

serangkaian langkah strategis. Interpretasi ini menekankan pada 

serangkaian upaya komprehensif yang bertujuan meminimalisir, 

mengendalikan, dan pada akhirnya mengurangi insiden criminal atau 

pelanggaran hokum dalam masyarakat
14

.  

4. Balap liar  

Balap liar merupakan suatu kegiatan beradu kecepatan kendaraan, 

baik sepeda motor maupun mobil yang di lakukan di jalanan umum, 

artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi 

melainkan di jalan raya atau jalan umum
15

. 

                                                       
13 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri), Surabaya 

(Laksbang Mediatama, 2007). 
14 Nursariani Simatupang And Faisal, Kriminologi & Penologi (Medan: Pustaka Prima, 

2017), Pp. 196–220. 
15 Syahputra A. R., ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus Putusan 

Nomor 104/Pid. B/2021/PN Mdn)’, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9.1 (2022), 22–29. 
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5. Kota Tegal  

Sebuah wilayah perkotaan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia, yang memiliki otonomi dan kewenangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah dimana cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan 

dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada 

penyusunan laporan. 

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa Langkah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang diaplikasikan ialah 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode 

yang menguraikan fenomena atau realitas yang terjadi di lapangan 

dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, ketentuan-ketentuan 

hukum, maupun regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji
16

. Dalam hal ini, terkait dengan proses 

pelaksanaan upaya penanggulangan aktivitas balap liar. 

  

                                                       
16 Dr. Suyanto And U Press, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, 

Empiris Dan Gabungan (UNIGRES PRESS, 2023). 
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2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-

fakta atau aktivitas yang dilakukan oleh objek yang dikaji. Penelitian 

deskriptif berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu 

fenomena atau realitas sosial dengan menjelaskan secara rinci variabel-

variabel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti
17

. Dalam konteks 

ini, kegiatan yang dimaksud adalah tindak pidana yang menjadi fokus 

kajian. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis  

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan untuk memahami 

suatu fenomena yang terjadi yang dialami subjek penelitian. Metode 

kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang 

alamiah.
18

 Penelitian kualitatif diperdalam berdasarkan fenomena 

sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, 

tempat, dan wkatu. Adapun latar sosial gambaran lebih lengkap 

sehingga ketika melakukan penelitian peneliti dapat mengembangkan 

pernyataan dasar berupa apa, dan bagaimana kejadian itu terjadi, 

                                                       
17 S.T.M.H. Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian 

Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Cv. Dotplus 

Publisher, 2022). 
18 Msi. Prof. Dr. Suryana, ‘Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Prakatis 

Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif‟, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, 1–243 

<Https://Doi.Org/10.1007/S13398-014-0173-7.2>. 
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siapa yang terlibat, kapan kejadian itu terjadi, dan dimana tempat 

kejadiannya. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa syarat yang harus 

diikuti untuk meleaksanakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
19

 

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menemukan pemahaman 

yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang 

partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, 

tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial 

yang menjadi focus penelitian. Berdasarkan fokus tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak 

tentang kenyataan-kenyataan. 

b. Sumberl Data 

1) Datal Primerl  

Datal primerl adalahl datal yangl diperolehl langsungl daril objeknyal 

melaluil wawancaral denganl wawancaral dalaml hall inil adalahl 

mengadakanl wawancaral secaral langsungl denganl objekl yangl ditelitil 

sehinggal memperolehl data
20

 

  

                                                       
19 Marinu Waruwu, „Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 

Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)‟, Jurnal 

Pendidikan Tambusai, 7.1 (2023), 2896–2910. 
20

l Sl Tripa,l Diskursusl Metodel Dalaml Penelitianl Hukuml (Bandarl Publishing,l 2019). 
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2) Datal Sekunderl  

Datal sekunderl adalahl datal yangl dil perolehl melaluil studil kepustkaan.l 

Denganl caral mempelajaril peraturan-peraturanl danl buku-bukul yangl 

berkaitanl denganl penelitian. 

a) Bahanl Hukuml Primer,l yaitul bahan-bahanl hukuml yangl 

mengikat,l meliputil : 

(1) Undang-undangl Dasarl NEGARAl Republikl Indonesial 

Tahunl 1945 

(2) Kitabl Undang-undangl Hukuml Pidanal (KUHP) 

(3) Kitabl Undang-undangl Hukuml Acaral Pidanal (KUHAP) 

(4) Undang-undangl Nol 22l Tahunl 2009l tentangl LLAJ 

(5) Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 2002l Tentangl Kepolisianl 

Negaral Republikl Indonesia 

b) Bahanl Hukuml Sekunderl  

Penulisanl memanfaatkanl sumberl bahanl sekunderl yangl 

meliputil skripsi,l tesis,l disertasil hukum,l sertal jurnal-jurnall 

hukum. 

c) Bahanl Hukuml Tersierl  

Sumberl bahanl hukuml tersierl yangl digunakanl berasall 

daril website,l e-book,l danl jurnall hukuml online.l  
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4. Lokasil Penelitianl  

Lokasil penelitianl adalahl dil Kepolisianl Resorl Tegall Kotal yangl 

beralamatl dil Jl.l Pemudal No.2,l Tegalsari,l Kecamatanl Tegall Barat.,l Kotal 

Tegal,l Jawal Tengahl 52313. 

5. Metodel Pengumpulanl Data 

Dalaml rangkal mengumpulkanl datal penelitianini,l adal beberapal 

teknikl yangl diaplikasikan,l antaral lain: 

a. Penelitianl Kepustakaanl (Libraryl Research) 

Untukl memperolehl datal teoritis,l dilakukanl denganl menelaahl 

danl menganalisisl literaturl yangl berkaitanl denganl permasalahanl yangl 

dibahas,l terutamal yangl relevanl denganl judull penelitian.l Studil 

kepustakaanl inil memanfaatkanl fasilitasl Perpustakaanl Fakultasl Hukuml 

Universitasl Islaml Sultanl Agung,l Perpustakaanl Pusatl Universitasl Islaml 

Sultanl Agung,l sertal buku-bukul referensil lainnya
21

. 

b. Studil Dokumenl  

Studil dokumenl merupakanl metodel pengumpulanl datal denganl 

menganalisisl dokumen-dokumenl tertulisl yangl diperolehl dil lapanganl 

daril pihak-pihakl terkaitl yangl berkaitanl denganl penelitianl ini. 

c. Wawancaral  

Untukl memperolehl datal yangl lebihl konkrit,l dilakukanl 

wawancaral terhadapl respondenl dil lapangan.l Wawancaral dilakukanl 

denganl mengajukanl pertanyaanl kepadal pihak-pihakl yangl terkaitl 

                                                       
21

l Zl Ali,l Metodel Penelitianl Hukuml (Sinarl Grafika,l 2021). 
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denganl penelitian,l dalaml hall inil bekerjal samal denganl Kepolisianl Resorl 

Tegal. 

6. Analisisl Data 

Dalaml menganalisisl data,l digunakanl metodel analisisl kualitatif,l yaitul 

suatul caral penelitianl yangl menghasilkanl datal deskriptifl analitis.l Datal 

deskriptifl analitisl adalahl datal yangl dikumpulkanl tanpal menggunakanl angka-

angkal ataul pengukuran,l sehinggal pernyataanl respondenl secaral tertulisl ataul 

lisanl ditelitil danl dipelajaril sebagail suatul kesatuanl utuh
22

. 

Daril hasill penelitianl terhadapl datal yangl diperoleh,l dilakukanl 

pengolahanl datal denganl teknikl editing,l yaitul meneliti,l mencocokkan,l danl 

merapikanl datal tersebut.l Selainl itu,l digunakanl jugal teknikl kodifikasi,l yaitul 

meringkasl datal hasill wawancaral denganl respondenl ataul pihak-pihakl terkaitl 

penelitianl inil denganl caral mengelompokkannyal dalaml kategori-kategoril 

tertentul yangl sudahl ditetapkan. 

G. Jadwall Penelitianl  

Penelitianl  akanl  dilaksanakanl  padal  rentangl  waktul  tahunl  2024. 

H. Sistematisl Penulisan 

Secaral umum,l susunanl penulisanl skripsil yangl berjudull "Peranl Kepolisianl 

Dalaml Menghadapil Tantanganl Penanggulanganl Balapl Liarl Dil Kotal Tegal"l 

disusunl sebagail berikut: 

BABl Il :l PENDAHULUAN 

Babl inil memaparkanl gambaranl menyeluruhl mengenail berbagail aspekl 

                                                       
22

l S.H.M.H.C.L.A.l Dr.l Kadarudin,l S.H.S.N.M.H.l Dr.l Hj.l Rial Trisnomurti,l Andl Hl Ibda,l 

Penelitianl Dil Bidangl Ilmul Hukuml (Sebuahl Pemahamanl Awal)l (Formaci,l 2021). 



19 

sertal alasanl yangl melandasil penulisanl skripsil ini,l mencakup:l latarl belakang,l 

rumusanl masalah,l tujuanl penelitian,l manfaatl penelitian,l definisil operasional,l 

metodel penelitian,l danl sistematikal penulisan. 

BABl II:l TINJAUANl PUSTAKA 

Babl inil memuatl tinjauanl kepustakaanl yangl mencakupl tinjauanl umuml 

mengenai:l Peranl Kepolisianl Dalaml Menanggulangil Balapl Liarl Dil Kotal Tegal.l 

Tinjauanl Pustakal padal penelitianl inil meliputi: 

A. Tinjauanl Tentangl Kepolisian 

B. Tinjauanl Tentangl Balapl Liar 

C. Aspekl Hukuml Terkaitl Balapl Liar 

D. Tindakl Pidanal Balapl Liarl Dalaml Perspektifl Islam 

BABl III:l HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

Babl inil menyajikanl pokokl permasalahanl yangl dibahasl berdasarkanl 

rumusanl masalahl penelitian,l yaitul mengenai:l Bagaimanal peranl kepolisianl sertal 

kendalal danl solusil dalaml penanggulanganl balapanl liarl dil Kotal Tegal.l  

BABl IV:l PENUTUP 

Babl inil merupakanl bagianl akhirl daril penulisanl skripsi.l Babl inil terdiril daril 

dual bagian,l yaitul kesimpulanl danl saran. 
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BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

 

A. Tinjauanl Tentangl Kepolisian 

1. Definisil Kepolisian 

Asal-usull katal “polisi”l dapatl ditelusuril kel bahasal Yunanil Kuno,l 

tepatnyal daril istilahl “Politeia”l yangl merujukl padal konsepl pemerintahanl 

Negaral kota.l Istilahl inil kemudianl mengalamil transformasil lingustik,l 

menjadil “police”l dalaml bahasal inggris.l “polite”l dalaml bahasal Belanda,l 

“polizei”l dalaml bahasal Jerman,l danl akhirnyal diadopsil sebagail “polisi”l 

dalaml bahasal Indonesia.l Kepolisianl merupakanl lembagal yangl bertugasl 

menjaminl keamananl public,l menjagal ketertibanl social,l sertal melakukanl 

investigasil terhadapl aktivitasl kriminalkajian
23

.l  

Dalaml konteksl hokuml Indonesia,l definisil kepolisianl tidakl 

dijabarkanl menyeluruh,l melainkanl terbatasl padal aspekl fungsil danl 

kelembagaanl sebagaimanal diaturl dalaml perundang-undangan.l Pengertianl 

resmil mengenail kepoliosianl dapatl ditemukanl dalaml Undang-Undangl 

Nomorl 2l Tahunl 2002l tentangl Kepoloisianl Negaral Republikl Indonesia,l 

khususyal padal Pasall 1l ayatl (1),l (2),l danl (3),l yangl menyatakan
24

: 

a. Kepolisianl adalahl segalal hal-ihwall yangl berkaitanl denganl fungsil danl 

lembagal polisil sesuail denganl peraturanl perundang-undangan. 

                                                       
23

l Il Pl Siregar,l Kajianl Dasar-Dasarl Hukuml Danl Hukuml Pidanal (Penerbitl P4I,l 2022),l P.l 29. 
24

l Satjiptol Rahardjo,l Penegakanl Hukuml Suatul Tinjauanl Sosiologis,l (Yogyakarta:l Gental 

Publishing,l 2009),l hal.l 111. 
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b. Anggotal Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial adalahl pegawail negeril 

padal Kepolisianl Negaral republicl Indonesia. 

c. Pejabatl Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial adalahl anggotal 

Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial dalaml rangkal memeliharal 

ketertibanl danl menjaminl keamananl umuml sesuail denganl peraturanl 

perundang-undangan. 

2. Tugasl Kepolisian 

Undang-Undangl No.l 2l Tahunl 2002l tentangl Kepolisianl Negaral 

Republikl Indonesial (Polri)l secaral eksplisitl menguraikanl tugasl utamal Polri.l 

Institusil inil diamanatkanl untukl menegakkanl hokum,l memberikanl 

perlindungan,l pengayoman,l danl bimbinganl kepadal masyarakat,l denganl 

penekananl khususl padal upayal meningkatkanl kepatuhanl danl ketaatanl 

terhadapl peraturanl yangl berlaku.l Dalaml regulasil tersebut,l terdpatl tigal aspekl 

fundamentall yangl menjadil intil daril tugasl Polri.l Aspek-aspekl inil tercerminl 

baikl dalaml Tribratal maupunl Caturl Prasetyal Polri,l yangl befungsil sebagail 

pedomanl etisl danl professionall bagil setiapl anggotal kepolisian.l Pelayananl 

kepadal publikl menjadil fokusl utama,l denganl tujuanl mencapail standarl ideall 

yangl telahl digariskanl dalaml kedual pedomanl tersebut.l Implementasil yangl 

efektifl daril prinsip-prinsipl inil diyakinil akanl menghasilkanl pelayananl publikl 

yangl unggul,l sesuail denganl mandatel yangl diembanl olehl Polri
25

. 

Lebihl lanjut,l Undang-Undangl No.l 2l Tahunl 2002,l khususnyal dalaml 

pasall 13,l merincil tugas-tugasl pokokl Polri,l yangl menyatakan: 

                                                       
25

l Elvil Alfian,l „Tugasl Danl Fungsil Kepolisianl Untukl Meningkatkanl Kepercayaanl Publikl 

Terhadapl Penegakl Hukum‟,l Legalitas:l Jurnall Hukum,l 12.1l (2020),l 27l 

<Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V12i1.192>. 
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a. Memeliharal keamananl danl ketertibanl masyarakat; 

b. Menegakkanl hokum;l dan 

c. Memberikanl perlindungan,l pengayoman,l danl pelayananl kepadal 

masyarakat: 

Sementaral itu,l Pasall 14l ayatl (1)l hurufl (a)l sampail (k)l menguraikanl 

lebihl detaill mengenail pelaksanaanl tugasl pokokl Kepolisianl Negaral Republikl 

Indonesia,l sebagaimanal yangl telahl digariskanl dalaml Pasall 13.l Rincianl tugasl 

inil mencakupl berbagail aspekl yangl berkaitanl denganl peranl danl tanggungl 

jawabl Polril dalaml menjagal keamananl danl ketertibanl masyarakat
26

:l l l l  

a. Melaksanakanl pengaturan,l penjagaan,l pengawalan,l danl patroll terhadapl 

kegiatanl masyarakatl danl pemerintahl sesuail kebutuhan; 

b. Menyelenggarakanl segalal kegiatanl dalaml menjaminl keamanan,l 

ketertiban,l danl kelancaranl lalul lintasl dil jalan; 

c. Membinal masyarakatl untukl meningkatkanl partisipasil masyarakat,l 

kesadaranl hokuml masyarakatl sertal ketaatanl wargal masyarakatl terhadapl 

hokuml danl peraturanl perundang-undangan. 

d. Turutl sertal dalaml pembinaanl hokuml nasional; 

e. Memeliharal ketertibanl danl menjaminl keamananl umum; 

f. Melakukanl koordinasi,l pengawasan,l danl pembinaanl teknisl terhadapl 

kepolisianl khusus,l penyidikl pegawail negeril sipil,l danl bentuk-bentukl 

pengawasanl swakarsa; 

                                                       
26

l Tl BIP,l Undang-Undangl Kepolisianl Negaral RIl (Bhuanal Ilmul Populer,l 2017). 
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g. Melakukanl penyelidikanl danl penyidikanl terhadapl semual tindakl pidanal 

sesuail denganl hokuml acaral pidananl danl peraturanl perundang-undanganl 

lainnya; 

h. Menyelenggarakanl identifikasil kepolisian,l kedokteranl kepolisian,l 

laboratoriuml forensikl danl psikologil kepolisianl untukl kepentinganl tugasl 

kepolisian; 

i. Melindungil keselamatanl jiwal raga,l hartal benda,l masyarakat,l danl 

lingkunganl hidupl daril gangguanl ketertibanl dan/ataul bencanal termasukl 

memberikanl bantuanl danl pertolonganl denganl menjunjungl tinggil hakl 

asasil manusia; 

j. Melayanil kepentinganl wargal masyarakatl uuntukl sementaral sebeluml 

ditanganil olehl instansil dan/ataul pihakl yangl berwenang; 

k. Memberikanl pelayananl kepadal masyarakatl sesuail denganl 

kepentingannyal dalaml lingkupl tugasl kepolisian;l sertal melaksanakanl 

tugasl lainl sesuail denganl peraturanl perundang-undangan. 

3. Wewenangl Kepolisian 

Penyelenggaraanl kepolsiianl merupakanl salahl satul fungsil 

pemerintahan,l sebagaimanal tercantuml dalaml Undang-Undangl Nomorl 2l 

Tahunl 2002l tentangl Polril Pasall 2.l Olehl karenal itu,l asasl legalitasl menjadil 

landasanl utamal dalaml pelaksanaanl tugasl danl wewenangl kepolisian.l 

Undnag-Undangl memberikanl legitimasil kepadal kepolisianl untukl 

menjalankanl fungsil pemerintahan,l terutamal dalaml menjagal keamananl danl 

ketertibanl masyarakat,l menegakkanl hokum,l melindungi,l mengayomi,l danl 
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melayanil masyarakat.l Prinsipl legalitasl mengaharuskanl kewenanganl 

kepolisianl bersumberl daril pertauranl perundang-undangan.l Secaral teroretis,l 

wewenangl yangl berasall daril peraturanl perundang-undanganl dapatl diperolehl 

melaluluil tigal caral yaitul atribusi,l delegasi,l danl mandat
27

.l  

Dalaml pelaksanaanl tugasnya,l kepolsiianl memilikil kewenanganl 

untukl menerapkanl diskresil ataul kebijaksanaan.l Diskresil inil didasarkanl padal 

pertimbanganl danl keyakinanl pribadil pejabatl kepolisianl dalaml mengambill 

tindakanl tertentu.l Denganl katal lain,l diskresil dapatl diartikanl sebagail 

wewenangl yangl dilaksanakanl berdasarkanl hokum,l namunl lebihl 

menekankanl padal pertimbanganl morall daripadal aspekl hokuml semata
28

.l 

Wewenangl kepolisianl dibagil menjadil dual kategori:l wewenangl umuml danl 

wewenangl khusus.l Kedual jenisl wewenangl inil diaturl dalaml Undang-Undangl 

Nomorl 2l Tahunl 2002l Pasall 15l ayatl (1),l yangl merincil berbagail kewenanganl 

yangl dimilikil olehl kepolisianl dalaml menjalankanl tugasnya
29

: 

a. Menerimal laporanl dan/ataul pengaduan; 

b. Membantul menyelesaikanl perselisihanl wargal masyarakatl yangl dapatl 

membantul ketertibanl umum; 

c. Mencegahl danl menanggulangil tumbuhnyal penyakitl masyarakat; 

d. Mengawasil aliranl yangl dapatl menimulkanl perpecahanl ataul mengancaml 

suatul persatuanl danl kesatuanl bangsa; 

                                                       
27

l I.P.D.D.l Prasetyo,l Diskresil Kepolisianl Padal Tahapl Penangkapanl Tersangkal Terorismel (PT.l 

Rajagrafindol Persada,l 2023),l P.l 45. 
28

l Windyl Putril Rahayu,l „Wewenangl Diskresil Kepolisianl Yangl Tidakl Menindakl Pendemol Yangl 

Melanggarl Peraturanl Lalul Lintas‟,l 3.2l (2024),l 389–409. 
29

l Ibidl  
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e. Mengeluarkanl peraturanl kepolisianl dalaml lingkupl kewenanganl 

administrativel kepolisian; 

f. Melaksanakanl pemeriksaanl khususl sebagail bagianl daril tindakanl 

kepolisianl dalaml rangkal pencegahan; 

g. Melakukanl tindakanl pertamal dil tempatl kejadian; 

h. Mengambill sidikl jaril danl identitasl lainnyal sertal memotretl seseorang; 

i. Mencaril keteranganl danl barangl bukti; 

j. Menyelenggarakanl Pusatl Informasil Kriminall Naisonal; 

k. Mengeluarkanl suratl izinl dan/ataul suratl keteranganl yangl diperlukanl 

dalaml rangkal pelayananl masyarakat; 

l. Memberikanl bantanl pengamanl dalaml sidangl danl pelaksanaanl putusanl 

pengadilan,l kegiatanl instansil lain,l sertal kegiatanl masyarakat; 

m. Menerimal danl menyimpanl barangl temuanl untukl sementaral waktu 

Dalaml Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 2002l tentangl Polril Pasall 15l 

ayatl (2),l Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial sesuail denganl peraturanl 

perundang-undnaganl lainnya,l berwenang: 

a. Memberikanl izinl danl mengawasil kegiatanl keramaianl umuml danl 

kegiatanl masyarakatl lainnya; 

b. Menyelenggarakanl registrasil danl identifikasil kendaraanl bermotor; 

c. Memberikanl suratl izinl mengemudil kendaraanl bermotor; 

d. Menerimal pemberitahuanl tentangl kegiatanl politik; 

e. Memberikanl izinl danl melakukanl pengawasanl senjatal api,l bahanl 

peledak,l danl senjatal tajam; 
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f. Memberikanl izinl operasionall danl melakukanl pengawasanl terhadapl 

badanl usahal dil bidangl jasal pengamanan; 

g. Memberikanl petunjuk,l mendidik,l danl melatihl aparatl kepolisianl khsususl 

danl petugasl keamananl swakarsal dalaml bidangl teknisl kepolisian; 

h. Melakukanl kerjal samal denganl kepolisianl Negaral lainl dalaml menyidikl 

danl memberantasl kejahatanl internasional; 

i. Melakukanl pengawasanl fungsionall kepolisianl terhadapl orangl asingl 

yangl beradal dil wilayahl Indonesial denganl koordinasil instansil terkait; 

j. Mewakilil pemerintahl Republikl Indonesial dalaml Organisasil kepolisianl 

internasional; 

k. Melaksanakanl kewenanganl lainl yangl termasukl dlaaml lingkungl tugasl 

kepolisian. 

Lebihl lanjut,l Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial diberil amanahl 

wewenangl khususl yangl tertuangl dalaml Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 

2002,l tepatnyal padal Pasall 16l ayatl (1).l Wewenangl khususl inil melengkapil 

wewenangl umuml yangl telahl disebtkanl sebelumnya,l memberikanl kepolisianl 

kekuatanl hokuml tambahanl dalaml menjalankanl tugasl danl fungsinyal demil 

menjagal keamananl danl ketertibanl masyarakat: 

a. Melakukanl penangkapan,l penahanan,l penggeledahan,l danl penyitaan; 

b. Melarangl setiapl orangl meninggalkanl ataul memasukil tempatl kejadianl 

perkaral untukl kepentinganl penyidikan; 

c. Membawal danl menghadapkanl orangl kepadal penyidikl dalaml rangkal 

penyidikan; 
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d. Menyuruhl berhentil orangl yangl dicurigail danl menanyakanl sertal 

memeriksal tandal pengenall diri; 

e. Melakukanl pemeriksaanl danl penyitaanl surat; 

f. Memanggill orangl untukl dil dengarl danl diperiksal sebagail tersangkal ataul 

saksi; 

g. Mendatangkanl orangl ahlil yangl diperlukanl dalaml hubungannyal denganl 

pemeriksaanl perkara; 

h. Mengadkaanl penghentianl penyidikan; 

i. Menyerahkanl berkasl perkaral kepadal penuntutl umum; 

j. Mengajukanl permintaanl secaral langsungl kepadal pejabatl imigrasil yangl 

berwenangl dil tempatl pemeriksaanl imigrasil dalaml keadaanl mendesakl 

ataul mendadakl untukl mencegahl ataul menangkall orangl yangl disangkal 

melakukanl tindakl pidana; 

k. Memberil petunjukl danl abntuanl penyidikanl kepadal penyidikl pegawail 

negeril sipill sertal menerimal hasill penyidikanl penyidikl pegawail negeril 

sipill untukl diserahkanl kepadal penuntutl umum;l dan 

l. Mengadakanl tindakanl lainl menurutl hokuml yangl bertanggungjawab. 

4. Fungsil Kepolisian 

Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial merupakanl institusil Negaral 

yangl beradal dil bawahl komandol Presidenl danl bertugasl dalaml ranahl 

penegakanl hokum.l KOnstitusil Negaral Republikl Indonesia,l tepatnyal padal 

pasall 30l ayatl (4)l UUDl 1945,l mengamanatkanl tigal fungsil utamal kepolisianl 

yaitul memeliharal keamananl danl ketertibanl publik,l menegakkanl hokum,l 
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sertal memberikanl perlindungan,l pelayanan,l danl pengayomanl kepadal 

masyarakat.l Fungsi-fungsil tersebutl dapatl dipandangl daril dual perspektif.l 

Perspektifl pertamal adalahl dimensil represif,l yangl berfokusl padal pelaksanaanl 

tugasl penegakanl hokum.l Perspektifl kedual adalahl dimensil preventif-

persuasif,l yangl mencakupl peranl kepolisianl dalaml melindngi,l melayani,l danl 

mengayomil masyarakat,l sertal menjagal keamananl danl ketertiban
30

.l  

Secaral konvensional,l fungsil kepolisianl diarahkanl untukl 

mewujudkanl keamananl internal,l menciptakanl ketertibanl social,l 

memberikanl pelayananl danl bantuanl kepadal masyarakat,l menegakkanl 

hokum,l danl menerapkanl konsepl pemolisianl masyarakatl (communityl 

policing)
31

.l Undang-Undangl Republikl Indonesial Nomorl 2l Tahunl 2002l 

tentangl Kepolisianl Negaral republicl Indonesial secaral eksplisitl menguraikanl 

fungsil kepolisianl dalaml Pasall 2l yangl tertulisl “Fungsil kepolisianl adalahl salahl 

satul fungsil pemerintahanl dil bidangl pemeliharaanl keamananl danl ketertibanl 

masyarakat,l penegakanl hokum,l perlindungan,l pengayoman,l danl pelayananl 

kepadal masyarakat”. 

Selanjutnya,l Pasall 3l daril Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 2002l 

memberikanl elaborasil lebohl lanjutl mengenail fungsil kepolisianl tersebut: 

a. Pengembanl fungsil kepolisianl adalahl Kepolisianl Negaral Republikl 

Indonesial yagl dibantul oleh: 

1) Kepolisianl khusus; 

                                                       
30

l Pl Al Alvat,l Dialektikal Hukuml Rasionalitasl Danl Aktualisitasl Mengapal Keadilanl Hukuml Takl 

Kunjungl Tegakl (Guepedia),l P.l 67. 
31

l Il Pl Rl BANGSAWAN,l RIWAYATl &l KARYA:l Sebuahl Portofoliol (Dinasl Pendidikan,l Pemuda,l 

Olahraga,l Danl Pariwisatal Kabupatenl Banyuasin,l 2018),l P.l 50. 



29 

2) Penyidikl pegawail negeril sipil;l dan/atau 

3) Bentuk-bentukl pengamananl swakarsa. 

b. Pengembanl fungsil kepolisianl sebagaimanal dimaksudl dalaml ayatl (1)l 

hurufl a,l b,l danl c,l melaksanakanl fungsil kepolisianl sesuail denganl 

peraturanl perundang-undanganl yangl menjadil dasarl hukumnyal masing-

masing. 

B. Tinjauanl Tentangl Balapl Liar 

1. Definisil Balapl Liar 

Olahragal balapl motorl merupakanl aktivitasl terorganisirl yangl 

umumnyal dilakukanl olehl orangl dewasa.l Kegiatanl inil melibatkanl 

penggunaanl sepedal motorl denganl berbagail jenis,l kecepatan,l danl kapasitasl 

mesin.l Tujuanl utamanyal adalahl sebagail ajangl kompetisil yangl dapatl 

mengarahl padal karirl professionall sebagail pembalap,l didukungl olehl prestasil 

danl timl pendukung.l Meskipunl seharusnyal dilakukanl secaral professional,l 

balapl motorl terkadangl berkembangl menjadil kegiatanl illegal.l Balapl liarl 

adalahl kompetisil tidakl resmil yangl seringl diselenggarakanl dil tempatl umum,l 

khususnyal jalanl raya,l tanpal izinl yangl sah.l Fenomenal inil menjadil arenal adul 

gengsil dil kalanganl remajal danl seringl kalil menjadil saranal perjudianl denganl 

taruhanl mulail daril ratusanl ribul hinggal jutaanl rupiah
32

. 

Balapl liarl didefinisikanl sebagail aktivitasl mengendarail kendaraanl 

denganl kecepatanl tinggil tanpal mematuhil regulasil yangl ditetapkanl olehl 

Ikatanl Motorl Indonesial (IMI).l Kegiatanl inil biasanyal berlangsungl daril tengahl 

                                                       
32

l Sonnyl Hendral Septian,l „Remajal Dalaml Fenomenal Balapl Liarl (Studil Kasusl Tentangl Remajal 

Yangl Menjadil Anggotal Kelompokl Balapl Liarl Dil Jombang)‟,l 1–17. 
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malaml hinggal menjelangl pagil ketikal lalul lintasl mulail sepi.l Paral pelakul 

terkadangl beranil menghentikanl kendaraanl yangl melintasl demil melancarkanl 

aksil mereka.l Dalaml konteksl balapl liar,l perjudianl menjadil fenomenal yangl 

laziml ditemui.l Hall inil seringl kalil memicul konflikl antaral pihak-pihakl yangl 

terlibatl dalaml taruhanl tersebut
33

. 

2. Faktorl Penyebabl Balapl Liar 

Khususnyal dil wilayahl perkotaanl Tegal,l balapl liarl l semakinl l 

meningkatl daril tahunl kel tahun,l mengakibatkanl banyakl korbanl lukal danl 

kematianl setiapl tahunnya.l Kegiatanl balapl liarl inil sangatl sulitl dikendalikanl 

danl dihentikanl olehl polisil karenal banyakl unsurl yangl beluml dipahamil olehl 

remaja.l Faktor-faktorl tersebutl adalah: 

a. Mencaril kesenanganl danl pengisil waktul luang 

Remajal seringl terdorongl untukl melakukanl berbagail aktivitasl 

dalaml keseharianl mereka,l termasukl balapl liar,l sebagail bentukl ekspresil 

diril danl pencarianl kesenangan.l Merekal cenderungl mengikutil doronganl 

hatil tanpal mempertimbangkanl konsekuensil ataul menghiraukanl 

peringatan.l Faktorl psikologisl sepertil kebutuhanl akanl sensasil danl 

keinginanl untukl melepaskanl diril daril rutinitasl jugal berperanl dalaml 

mendorongl perilakul ini.l Kurangnyal kegiatanl positifl yangl menarikl bagil 

remajal dapatl membuatl balapl liarl menjadil pilihanl untukl mengisil waktul 

luang
34

. 
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b. Eksplorasil kemampuanl kendaraan 

Keinginanl untukl mengujil performal motorl menjadil salahl satul 

pemicul balapl liarl dil kalanganl remaja.l Merekal inginl membuktikanl 

kecepatanl danl keunggulanl kendaraanl mereka,l sertal mengevaluasil 

kualitasl modifikasil yangl telahl dilakukan.l Kebanggaanl yangl muncull 

ketikal motorl merekal berprestasil dalaml balapanl illegall inil menjadil 

bentukl validasil diri.l Faktorl sociall sepertil tekananl kelompokl danl 

keinginanl untukl diakuil dalaml komunitasl jugal berperanl dalaml 

mendorongl perilakul ini
35

. 

c. Pelarianl daril masalahl keluarga 

Kondisil keluargal yangl tidakl harmonis,l sepertil brokenl homel ataul 

kurangnyal perhatianl orangl tua,l dapatl mendorongl remajal mencaril 

pelarianl melaluil balapl liar.l Aktivitasl inil dianggapl sebagail caral untukl 

melupakanl masalahl danl mencaril kenyamananl dil luarl lingkunganl 

keluarga.l Psikologil remajal yangl dipengaruhil olehl egol yangl tidakl stabill 

mendorongl merekal untukl mencaril kebebasanl danl bentukl 

pemberontakan.l Kurangnyal komunikasil efektifl dalaml keluargal danl 

absennyal figurel panutanl positifl jugal berkontribusil padal perilakul 

berisikol ini
36

. 

d. Penyaluranl hobil danl identitasl diri 
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Kepemilikanl motorl sejakl usial dinil dapatl menumbuhkanl minatl 

terhadapl dunial otomotifl danl balap.l Balapl liarl menjadil saranal penyaluranl 

hobil yangl dianggapl sebagail bagianl daril identitasl diril mereka.l Merekal 

cenderungl membentukl kelompokl denganl minatl serupa,l yangl dapatl 

memperkuatl perilakul berisikol ini.l Kurangnyal fasilitasl resmil untukl 

menyalurkanl hobil balapl secaral amanl danl terjangkaul jugal mendorongl 

remajal untukl beralihl kel balapl liar.l Selainl itunjugal dapatl diebabkanl 

karenal rendahnyal pemahamanl tentangl jalurl karirl yangl biasl ditempuhl 

dalaml industryl otomotifl selainl menjadil pembalap
37

. 

e. Motifl finansiall  

Faktorl ekonomil menjadil pendorongl signifikanl dalaml balapl liar,l 

terutamal melaluil praktikl perjudian.l Remajal memilikil kebutuhanl 

finansiall tinggil namunl terbatasl dalaml sumberl pendapatanl legal,l melihatl 

balapl liarl sebagail caral cepatl untukl mendapatkanl uang.l 

Ketidakmampuanl mengelolal keuanganl pribadil danl kurangnyal 

pemahamanl tentangl risikol perjudianl jugal berkontribusil padal masalahl 

ini.l Selainl itu,l minimnyal kesempatanl kerjal yangl sesuail untukl remajal 

dapatl membuatl balapl liarl terlihatl sebagail alternatifl yangl menarikl untukl 

menghasilkanl uang.l Remajal perlul dibekalil denganl pemahamanl tentangl 
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konsekuensil hokuml danl sociall daril keterlibatanl dalaml perjudianl danl 

balapanl ilegal
38

. 

3. Dampakl Negatifl Balapl Liar 

Balapl liarl seringl dikaitkanl denganl perilakul sociall yangl menyimpang.l 

Aktivitasl inil menjadil wadahl bagil kauml mudal untukl memamerkanl 

keberanianl danl meraihl popularitasl dil kalanganl mereka.l Dalaml upayal 

mencapail pengakuanl tersebut,l paral pesertal seringkalil mengabaikanl risikol 

yangl mengancaml nyawal merekal sendiri.l Berikutl adalahl beberapal dampakl 

signifikanl yangl ditimbulkanl olehl praktikl balapl liar: 

a. Mengganggul ketertibanl umum 

Balapl liarl secaral langsungl berdampakl padal ketenanganl danl 

kenyamananl masyarakatl sekitar.l Suaral bisingl daril knalpotl yangl 

dimodifikasil danl derul mesinl yangl melajul kencangl seringkalil 

mengganggul istirahatl warga,l terutamal padal malaml haril ketikal aktivitasl 

inil biasanyal berlangsung.l Hall inil dapatl menimbulkanl stressl danl 

gangguanl tidurl bagil pendudukl dil sekitarl areal balap.l Selainl itu,l kehadiranl 

kerumunanl penontonl danl pesertal balapl liarl dapatl menciptakanl 

ketidaknyamananl bagil penggunal jalanl lainnya.l Jalanl rayal yangl 

seharusnyal menjadil fasilitasl umuml untukl transportasil berubahl menjadil 

arenal balapl illegal,l membatasil aksesl danl menimbulkanl rasal tidakl amanl 

bagil masyarakatl yangl inginl melintasl dil areal tersebut
39

. 
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b. Menimbulkanl kecelakaanl lalul lintasl yangl menyebabkanl adanyal korban 

Balapl liarl yangl dilakukanl dil jalanl umuml sangatl meningkatkanl 

risikol terjadinyal kecelakaanl lalul lintas.l Kecepatanl tinggil yangl tidakl 

terkendali,l ditambahl denganl kondisil jalanl yangl tidakl dirancangl untukl 

balapan,l menciptakanl situasil yangl sangatl berbahayal bagil pesertal balapl 

maupunl penggunal jalanl lainnya.l Kecelakaanl yangl terjadil akibatl balapl 

liarl seringkalil fatal,l mengingatl minimnyal perlengkapanl keselamatanl 

yangl digunakanl olehl peserta.l Tidakl hanyal mengancaml nyawal pesertal 

balap,l aktivitasl inil jugal membahayakanl penggunal jalanl lainl yangl tidakl 

terlibat,l sepertil pengendaral motor,l mobil,l ataul bahkanl pejalanl kakil yangl 

kebetulanl beradal dil lokasil tersebut.l Hall inil dapatl mengakibatkanl traumal 

jangkal panjangl bagil korbanl danl keluarganya,l sertal menambahl bebanl 

sosiall danl ekonomil bagil masyarakat
40

. 

c. Menyebabkanl potensinyal terjadil perjudian 

Balapl liarl seringl kalil menjadil ajangl perjudianl terselubung.l Paral 

pesertal danl penontonl memanfaatkanl momenl inil untukl bertaruh,l baikl 

dalaml skalal kecill maupunl besar.l Praktikl perjudianl inil tidakl hanyal 

melanggarl hokum,l tetapil jugal dapatl memicul berbagail masalahl sosiall 

lainnya. 

Keterlibatanl dalaml perjudianl balapl liarl mendorongl seseorangl 

untukl terjebakl dalaml lingkaranl utang,l yangl padal gilirannyal dapatl 

memicul tindakanl kriminall lainnyal sepertil pencurianl ataul pemerasanl 
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demil melunasil hutangl judi.l Selainl itu,l atmosferl perjudianl yangl terciptal 

dil sekitarl balapl liarl dapatl menarikl perhatianl kelompok-kelompokl 

kriminall yangl lebihl besar,l berpotensil meningkatkanl angkal kejahatanl dil 

daerahl tersebut.l Hall inil tidakl hanyal membahayakanl pesertal danl 

penontonl balapl liar,l tetapil jugal mengancaml keamananl masyarakatl 

secaral keseluruhan
41

.l  

C. Aspekl Hukum l Terkaitl Balapl Liar 

Hukuml pidanal merupakanl cabangl ilmul hukuml yangl berfokusl padal 

pengkajianl danl standardisasil konsepl kesalahanl daril perspektifl legal.l Disiplinl inil 

mempelajaril prinsip-prinsipl yangl berkaitanl denganl pelanggaranl hukum.l Dalaml 

konteksl hukuml positif,l hukuml pidanal memegangl peranl krusiall sebagail bagianl 

integrall daril sisteml hukuml suatul Negara.l Fungsinyal adalahl menetapkanl landasanl 

danl ketentuanl mengaturl tindakan-tindakanl yangl dilarang,l disertail denganl 

konsekuensil hukuml bagil setiapl individul yangl melanggarnya
42

.l  

1. Undang-Undangl Lalul Lintasl Danl Angkutanl Jalan 

Undang-Undangl Nomorl 22l Tahunl 2009l tentangl Lalul Lintasl danl 

Angkutanl Jalanl dirumuskanl untukl mengaturl penyelenggaraanl transportasil 

daratl agarl selarasl denganl ekspektasil masyarakatl danl mampul 

mengakomodasil dinamikal sertal kebutuhanl terkinil dalaml bidangl lalul lintasl 

danl angkutanl jalan.l Pasall 297l daril Undang-Undangl inil memuatl ketentuanl 

pidanal yangl ditujukanl kepadal pelakul balapanl liarl dil jalanl umum,l 

sebagaimanal diaturl dalaml Pasall 115l hurufl b.l Sanksil yangl ditetapkanl berupal 
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hukumanl kurunganl maksimall satul tahunl sataul dendal maksimall Rpl 

3.000.000.l Ketentuanl inil berlakul bagil setiapl pengendaral kendaraanl 

bermotorl yangl terlibatl dalaml aksil balapanl liarl dil jalanl umum,l baikl secaral 

sengajal maupunl tidakl sengaja
43

.l  

Dalaml konteksl penindakanl balpal liar,l aparatl penegakl hukum,l 

khususnyal pihakl Kepolisianl Satuanl Lalul Lintasl (Satlantas)l Tegal,l memilikil 

wewenangl untukl menerapkanl sanksil berdasarkanl Pasall 115l hurufl al danl bl 

Undang-Undangl Lalul Lintasl danl Angkurtanl Jalan.l Penerapanl pasal-pasall inil 

bertujuanl untukl menanggulangil danl mencegahl praktikl balapl liarl yangl 

membahayakanl publikl danl mengganggul ketertibanl umum. 

2. Sanksil Hukuml Bagil Pelakul Balapl Liar 

Berikutl jenisl pelanggaranl danl maksimall dendal berdasarkanl Undang-

Undangl Nomorl 22l Tahunl 2009l tentangl Lalul Lintasl danl Angkutanl Jalan.l 

Pelakul danl sasaranl pelanggaran,l bentukl pelanggaranl Pasall danl dendal 

maksimal
44

: 

a. Setiapl orangl yangl mengemudikanl kendaraanl bermotorl sebagaimanal 

Pasall 115l hurufl bl berbalapanl dil jalanl dil pidanal kurunganl palingl lamal 1l 

(satu)l tahunl ataul dendal palingl banyakl Rpl 3.000.000,00l (tigal jutal 

rupiah).l (Pasall 297l UUl Nol 22l Taunl 2009) 

b. Setiapl orangl mengakibatkanl gangguanl pada:l fungsil rambul lalul lintas,l 

markal jalan,l alatl pemberil isyaratl lalul lintas,l fasilitasl pejalanl kaki,l danl 

alatl pengamanl jalanl Pasall 275l ayatl (1)l jol Pasall 28l ayatl (2)l Rpl 250.000,00l 

(dual ratusl limal puluhl ribul rupiah) 

                                                       
43

l Undang-Undangl Nol 22l Tahunl 2009l Tentangl Lalul Lintasl Danl Angkutanl Jalan 
44
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c. Setiapl penggunal jalanl tidakl mematuhil perintahl yangl diberikanl olehl 

petugasl Polril sebagail dimaksudl dalaml Pasall 104l ayatl (3),l yaitul dalaml 

keadaanl tertentul untukl ketertibanl danl kelancaranl lalul lintasl untukl 

berhenti,l jalanl terus,l mempercepat,l memperlambat,l dan/ataul 

mengalihkanl arusl kendaraan.l Pasall 281,l yaitul setiapl orangl yangl 

mengendarail kendaraanl bermotorl tidakl memilikil Suratl Izinl Mengemudil 

sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 77l Ayatl (1)l dipidanal denganl 

kurunganl pidanal palingl lamal 4l bulanl danl dendal palingl banyakl Rpl 

1.000.000,00l (satul jutal rupiah)l danl 282l jol Pasall 104l ayatl (3)l Rpl 

250.000,00l (dual ratusl limal puluhl ribul rupiah). 

d. Setiapl orangl yangl mengemudikanl kendaraanl bermotorl karenal 

kelalaiannyal mengakibatkanl kecelakaanl lalul lintasl denganl korbanl lukal 

ringanl danl kerusakanl kendaraal dan/ataul barangl sebagaimanal dalaml 

Pasall 229l ayatl (3),l dipidanal denganl pidanal penjaral palingl lamal 1l (satu)l 

tahunl dan/ataul dendal palingl banyakl Rpl 2.000.000,00l (dual jutal rupiah).l 

(Pasall 310l UUl Nol 22l Tahunl 2009) 

e. Setiapl orangl denganl sengajal mengemudikanl kendaraanl bermotorl 

denganl caral ataul keadaanl yangl membahayakanl bagil nyawal ataul barangl 

dipidanal denganl pidanal penjaral palingl lamal 1l (satu)l tahunl ataul dendal 

palingl banyakl Rpl 3.000.000,00l (tigal jutal rupiah).l (Pasall 311l UUl Nol 22l 

Tahunl 2009) 

3. Peraturanl Daerahl Terkaitl Penertibanl Balapl Liar 

Peraturanl Daerahl (Perda)l merupakanl produkl hukuml yangl dihasilkanl 

melaluil kerjasamal antaral Dewanl Perwakilanl Rakyatl Daerahl (DPRD)l danl 
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kepalal daerah.l Dalaml strukturl perundang-undangan,l Perdal terbagil menjadil 

dual jenisl yaitul Perdal tingkatl Provinsil danl Perdal tingkatl kabupaten/kota.l 

Perdal provinsil lahirl daril kolaborasil DPRDl provinsil denganl gubernur,l 

sedangkanl Perdal kabupaten/kotal merupakanl hasill kerjasamal DPRDl 

kabupaten/kotal denganl bupati/walikota.l Prosesl pembentukanl Perdal 

mengikutil alurl yangl miripl denganl penyusunanl undang-undang,l melaluil 

tahapl perencanaan,l penyusunanl draf,l diskusil danl pembahasan,l pengeshaan,l 

sertal pengundangan.l Kegiatanl inil merupakanl bagianl integrall daril 

pelaksanaanl fungsil pemerintahanl daerahl dalaml konteksl otonomil daerah.l 

Perdal yangl disusunl denganl baikl menjadil landasanl pentingl bagil 

penyelenggaraanl pemerintahanl dil tingkatl lokal
45

.l Terkaitl denganl 

penangananl balapl liarl dil Kotal Tegal,l telahl ditetapkanl regulasil khususl dalaml 

Peraturanl Daerahl Kabupatenl Tegall Nomorl 7l Tahunl 2011l tentangl Ketertibanl 

Umuml yangl berbunyil “Setiapl orangl dilarangl menggunakanl jalanl 

raya/umuml untukl balapanl mobil/motorl liar”
46

 

D. Tindakl Pidanal Balapl Liarl dalam l Perspektifl Islam l  

Hukuml Islaml merupakanl systeml hukuml yangl berakarl padal danl menjadil 

bagianl integrall daril agamal Islam.l Fondasil danl kerangkal hukuml Islaml ditetapkanl 

olehl Allah,l mencakupl tidakl hanyal interaksil antarl manusial danl benda,l tetapil jugal 

relasil manusial denganl Tuhan,l diril sendiri,l sesame,l danl bendal alaml dil sekitarnya.l 

Secaral esensial,l hukuml Islaml dapatl didefinisikanl sebagail kumpulanl kententuanl 

hukuml yangl bersumberl daril Al-Qur‟anl danl Sunnah,l baikl secaral eksplisitl maupunl 
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implisit,l yangl mengaturl perilakul umatl manusia.l Tujuanl utamal hukuml Islaml 

adalahl mewujudkanl danl melindungil kemaslahatanl umatl manusia,l baikl secaral 

individuall maupunl kolektif.l Untukl mencapail tujuanl ini,l Islaml menetapkanl 

berbagail aturanl berupal perintahl danl larangan
47

. 

Fenomenal balapl liarl motor,l yangl umumnyal dilakukanl olehl remaja,l dalaml 

perspektifl Islaml dapatl dikenakanl hukuml ta’zir.l Ta’zir,l secaral etimologisl berartil 

mencegahl ataul menolak,l bertujuanl untukl mencegahl tindakanl terlarang.l Berbedal 

denganl qisasl danl hududl yangl secaral tegasl diaturl dalaml Al-Qur‟anl danl Al-Hadist,l 

ta’zirl lebihl fleksibell danl diserahkanl kepadal kenijaksanaanl penguasal ataul hakim,l 

denganl tetapl memperhatikanl prinsip-prinsipl keagamaanl dalaml setiapl 

pertimbangannya.l Dasarl hukuml ta’zirl merujukl padal Al-qur‟anl Suratl Al-Ma‟idahl 

ayatl 2.l Tujuanl utamal pemberlakuanl ta‟zirl adalahl menghentikanl tindakl kejahatan,l 

menegakkanl hukuml allah,l danl memberikanl efekl jeral sertal pembelajaranl 

preventif
48

. 

 

هَا ايَُّ ٰٓ مَنُوْا lالَّذِيْنَ  lي  ِ  lشَعَاۤى ِرَ  lتُحِلُّوْا lلَ  lا 
 
هْرَ  lوَلَ  lاّلل  lوَلَ  lالْحَرَامَ  lالشَّ

ى ِدَ  lوَلَ  lالْهَدْيَ  يْنَ  lوَلَٰٓ  lالْقَلََۤ مِّ
نْ  lفَضْلًَ  lيَبْتَغُوْنَ  lالْحَرَامَ  lالْبَيْتَ  lا ۤ هِمْ  lمِّ بِّ  lرَّ

وَاِذَا lوَرِضْوَانًا  ۗl  ْحَلَلْتُمl فَاصْطَادُوْاl  َوَل  ۗl  ْكُم نُ  lيَجْرِمَنَّ  lانَْ  lقَوْم   lشَنَا 

وْكُمْ   lالْبِرِّ  lعَلَى lوَتَعَاوَنُوْا lتَعْتَدُوْا   lانَْ  lالْحَرَامِ  lالْمَسْجِدِ  lعَنِ  lصَدُّ

ى   قْو  قُوا lوَالْعُدْوَانِ  lالْثِْمِ  lعَلَى lتَعَاوَنُوْا lوَلَ  lوَالتَّ وَاتَّ  ۗl  َ
 
اِنَّ  lاّلل  ۗl  َ

 
 lاّلل

  lالْعِقَابِ  lشَدِيْدُ 

Artinyal :l “Wahail orang-orangl yangl beriman,l janganlahl kamul melanggarl 

syiar-syiarl (kesucian)l Allah,l janganl (melanggarl kehormatan)l bulan-bulanl 
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haram,l janganl (mengganggu)l hadyul (hewan-hewanl kurban)l danl qalā‟idl (hewan-

hewanl kurbanl yangl diberil tanda),l danl janganl (pulal mengganggu)l paral 

pengunjungl Baitulharaml sedangkanl merekal mencaril karunial danl ridal Tuhannya!l 

Apabilal kamul telahl bertahalull (menyelesaikanl ihram),l berburulahl (jikal mau).l 

Janganlahl sekali-kalil kebencian(-mu)l kepadal suatul kaum,l karenal merekal 

menghalang-halangimul daril Masjidill haram,l mendorongmul berbuatl melampauil 

batasl (kepadal mereka).l Tolong-menolonglahl kamul dalaml (mengerjakan)l 

kebajikanl danl takwa,l danl janganl tolong-menolongl dalaml berbuatl dosal danl 

permusuhan.l Bertakwalahl kepadal Allah,l sesungguhnyal Allahl sangatl beratl 

siksaan-Nya.”
49

 

 

Dalaml konteksl hukuml Islam,l balapl liarl dianggapl sebagail pelanggaranl 

terhadapl aturanl Ulill al-Amril ataul penguasal yangl berwenang.l Tindakanl yangl 

melanggarl ketentuanl syariatl danl aturanl penguasal dikategorikanl sebagail jarimah,l 

yangl dalaml kasusl balapl liarl termasukl dalaml jarimahl ta’zir.l Penangananl kasusl ini,l 

daril prosesl hukuml hinggal putusan,l diserahkanl sepenuhnyal kepadal penguasal 

untukl memberikanl keputusanl yangl sesuail denganl situasil danl kondisil pelaku.l  

Kegiatanl balapl liarl tidakl dilakukanl padal tempatl yangl seharusnyal 

sehinggal dapatl mengganggul kenyamananl pengendaral lain.l Dalaml Islaml tentul 

sajal melarangl kegiatanl balapl liarl karenal Islaml merupakanl agamal yangl 

memberikanl ketenanganl hatil danl kebahagiaanl bagil seluruhl pemeluknya.l 

Sedangkanl kegiatanl balapl liarl dapatl mengganggul kenyamananl bagil Masyarakat.l 

Sebagaimanal dalaml Qs.l Al-Baqarahl ayatl 195l yangl memilikil arti: 

"Danl infakkanlahl (hartamu)l dil jalanl Allah,l danl janganlahl kamul jatuhkanl 

(diril sendiri)l kel dalaml kebinasaanl denganl tanganl sendiri,l danl berbuatl 

baiklah.l Sungguh,l Allahl menyukail orang-orangl yangl berbuatl baik."
50

 

Ayatl inil menjelaskanl bahwal menjagal sikapl danl perilakul kital agarl tudakl 

terjerumusl dalaml kebinasaanl sepertil halnyal pelakul balapl liar,l merekal sudahl 
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mengetahuil bahwal hall inil dapatl membahayakanl dirinyal danl orangl lainl namunl 

tetapl melakukannya.l Hall inil samal sajal denganl merekal tidakl pedulil denganl 

keselamatanl dirinyal sendiril danl menjerumuskanl dirinyal sendiril padal celakal danl 

kebinasaan.l Dalaml hadistl Rasulullahl jugal terdapatl dalill yangl menyatakanl bahwal 

tidakl bolehl melakukanl sesuatul yangl berbahayal danl memnimbulkanl bahayal bagil 

orangl lainl (HR.l Ibnul Majah).
51

l  

Dalaml hukuml Islam,l sifatl yangl mewakilil hukuml pidanal terdapatl Jarimahl 

danl Jinayah.l Jarimahl adalahl perbuatanl yangl apabilal dilakukanl menimbulkanl 

menyebabkanl kerugianl danl kerusakanl padal ligkunganl Masyarakatl danl tempatl 

tinggal,l norma-norma,l sertal namal ataul bendal yangl harusl dihormatil ataul harusl 

dipelihara.l Daril sudutl pandangl terminologyl Al-Mawardil menyatakanl bahwal 

jariahl memilikil definisil merupakanl segalal kegiatanl yangl duharamkanl danl 

dilarangl olehl syaral yaknil melakukanl hal-hall yangl dilarangl danl meninggalkanl 

hal-hall yangl diperintahkanl denganl segalal ancamanl yangl Allahl berikanl denganl 

hukumanl hadl danl ta’zir.l Dil sisil lain,l laranganl yangl dimaksudl ialahl segalal 

perbuatanl terlarangl ataul mengabaikanl perbuatanl yangl diperintahkanl olehl syaral 

yaitul suatul ketentuanl yangl berasall daril nass.l Jarimahl ta‟zirl dibagil menjadil dual 

yakni: 

1. Jarimahl ta‟zirl yangl menyinggungl hakl Allah 

2. Jarimahl ta‟zirl yangl menyinggungl hakl individu 

Balapl liarl termasukl dalaml Jarimahl ta‟zirl yangl meninggungl hakl individu,l 

karenal kerugianl danl ketidaknyamanl yangl ditimbulkanl daril tindakl pidanal balapl 
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liarl hanyal terdapatl orang-orangl tertentul danl tidakl secaral langsungl kepadal 

masyarakatl umum.
52
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BABl III 

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

 

A. Faktorl Meningkatnyal Tindakl Pidanal Balapl Liarl Dil Kotal Tegal 

Setiapl individul pastil akanl mengalamil masal pertumbuhanl danl 

meninggalkanl usial kanak-kanakl yangl lemahl danl penuhl ketergantungan,l akanl 

tetapil beluml mampul kel usial yangl kuatl danl penuhl tanggungl jawabl baikl terhadapl 

dirinyal maupunl terhadapl masyarakat.l Semakinl bertambahnyal usial membawal 

akibatl yangl tidakl sedikitl terhadapl sikap,l perilaku,l kesehatan,l danl kepribadianl 

remaja.l Masal remajal adalahl masal dimanal seseorangl mencaril identitasl diril danl 

menyesuaikanl dirinyal denganl lingkunganl remajal yangl rawanl melakukanl 

perilakul menyimpangl baikl secaral morall maupunl sosial.l Kenakalanl remajal 

biasanyal dilakukanl olehl remaja-remajal yangl gagall menjalanil prosesl 

perkembanganl jiwal sesuail denganl manusial padal umumnya,l yangl terjadil baikl saatl 

remajal maupunl masal kanak-kanak.l Terdapatl traumal kerenal masal lalunya,l 

perlakuanl kasar,l danl traumal terhadapl perlakuanl kasarl danl tidakl menyenangkanl 

terhdapl kingkungannya,l maupunl traumal terhadapl kondisil ekonomil yangl 

menyebabkanl seseorangl melakukanl kenakalan.
53

l  

Kenakalanl remajal banyakl terjadil dil lingkunganl sekolah,l akibatl 

mudahnyal remajal terpengaruhl olehl temanl sebayal dil sekolahl maupunl dil 

masyarakat.l Bentuk-bentukl kenakalanl tersebutl antaral lainl perkelahianl remaja,l 

tawuran,l penyalahgunaanl narkoba,l pergaulanl bebas,l seksl bebas,l balapanl liarl danl 
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lainnya.
54

l Tidakl asingl terdengarl dil telingal bahwasanyal kegiatanl balapl liarl sangatl 

popularl dil berbagail kalangan.l Balapl liarl adalahl sebuahl kegiatanl illegall dimanal 

paral pelakunyal melakukanl kegiatanl adul cepatl kendaraanl tanpal menggunakanl 

alatl pengamanl sesuail standar.
55

l Pelakul melakukanl balapl liarl atasl dasarl hobi,l 

menyalurkanl bakatl otomotif,l obatl penghilangl stress,l akibatl ajakanl teman,l danl 

atasl keinginanl sendiri.l Selainl untukl meraihl kesenanganl danl kepuasanl terdapl 

dirinya,l pelakul jugal melakukanl balapl liarl atasl ajangl gengsil antarl kelompokl yangl 

dil imbuhil taruhanl uangl ataul judil sehinggal rawanl terjadil perkelahianl apabilal adal 

salahl satul pihakl yangl curang.l  

Penelitianl terdahulul menyatakanl bahwasanyal dalaml beberapal tahunl 

terakhir,l masalahl kenakalanl remajal telahl meningkatl baikl secaral kualitatifl 

maupunl kuantitatif.l l Contohl kenakalanl yangl palingl umuml adalahl balapl motor.l 

Kegiatanl balapl liarl inil hanyal didasarkanl padal rasal isengl ataul persainganl untukl 

mendapatkanl sesuatu,l salingl adul kecepatanl kendaraan,l yangl berdasarkanl padal 

persaingan,l gengsi,l uang,l ataul hanyal untukl menarikl perhatianl orangl lain.l 

Kegiatanl balapl motorl liarl biasanyal menggunakanl motorl pretelanl yangl sangatl 

membahayakanl bagil pengendara,l penonton,l danl penggunal jalanl lainnya.l Salahl 

satul faktorl penyebabl pelakul melakukanl balapl liarl adalahl ketiadaanl fasilitasl 

sepertil sirkuitl sehinggal pecintal dunial balapl melakukanl kegiatanl tersebutl dil jalanl 

rayal umum.l Selainl itu,l faktorl yangl menyebabkanl seseorangl melakukanl balapl 
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berasall daril dalaml diril sendiri,l temanl terdekat,l lingkungan,l danl faktorl ekonomil 

seseorangl sekaligusl penyaluranl hobi. 

Beragaml faktorl yangl mempengaruhil meningkatnyal kasusl balapl liar.l 

Faktor-faktorl tersebutl salingl memilikil hubunganl yaknil faktorl lingkunganl yangl 

berkaitanl denganl pergaulanl ataul temanl danl geografisl sepertil jarakl denganl lokasil 

balapl liar,l ataupunl lokasil bengkell yangl seringl dijadikanl tempatl berkumpull paral 

pelakul balapl liar.l Faktorl kedual yaknil faktorl ekonomil yangl tidakl pernahl lepasl daril 

linil kehidupanl setiapl manusial dil mukal bumi.l Sepertil diketahuil bawal balapl liarl 

yangl jikal pelakul memenangkanl balapl makal akanl mendapatkanl hadiahl berupal 

uangl denganl jumlahl daril ratusanl hinggal jutaanl rupiah.l Faktorl lainl yangl 

meningkatkanl peminatl balapl liarl adalahl faktorl daril dalaml diril pelakul mulail daril 

hobil yangl dimiliki,l bakat,l ketertarikanl untukl otakl atikl mesin,l kesenanganl akanl hall 

yangl dikerjakan.l Kemudahanl aksesl mencaril peralatanl sparepartl yangl smakinl 

mudah,l kondisil jalananl yangl memadail dimanfaatkanl olehl pelakul balapl liar.l 

Remajal yangl terlibatl dalaml balapl liarl adalahl fenomenal yagl semakinl umum,l 

terutamal dil kotal danl desa.l Salahl satul contohnyal dapatl ditemukanl dil Kotal Tegal.l 

Beberapal faktorl yangl menyebabkanl meningkatnyal tindakl pidanal balapl liarl dil 

Kotal Tegall berdasarkanl hasill wawancaral yangl teahl dilakukanl penelitil 

diantaranyal adalah:
56

 

1. Faktorl Lingkunganl Keluarga 

Faktorl keluargal memililil pengaruhl besarl terhadapl tumbuhl kembangl 

seorangl anakl menujul dewasa.l Keluargal yangl berfungsil denganl benarl akanl 
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menciptakanl hubunganl harmonisl danl kesejahteraan.l Keluargal yangl 

berfungsil secaral efektifl akanl melakukanl pemenuhanl kebutuhanl anakl baikl 

jasmanil maupunl rohanil sepertil pemenuhanl kebutuhanl primer,l sekunder,l 

tersier,l perhatianl orangtua,l pengawasan,l penanamanl nilail morall yangl baik,l 

sebagail contohl anakl dalaml mengambill tindakanl danl keputusan,l sertal 

pemberianl contohl akhlakl yangl baik.l Begitul jugal sebaiknya,l keluargal yangl 

tidakl berfungsil denganl baikl akanl memicul kenakanl remaja,l salahl satunyal 

balapl liar.l remajal yangl tidakl mendapatkanl pengawasanl langsungl daril 

orangtual akanl bebasl melakukanl apapunl tanpal adal yangl melarang.
57

 

Balapanl liarl merupakanl salahl satul bentukl pelarianl seorangl remajal 

yangl mencaril pelarianl daril masalahl yangl adal dil keluargal mereka.l 

Kekuranganl kasihl sayangl daril orangtual akanl membuatl seorangl remajal 

mencaril kasihl sayangl daril sosokl lainl sepertil temanl dekatl ataul temanl lawanl 

jenis.l Denganl mengikutil balapl liarl ial akanl bertemul denganl temannyal dimanal 

ial merasal disayangi. 

2. Faktorl Lingkunganl Sosial 

Lingkunganl sosiall memilikil pengaruhl yangl cukupl signifikanl 

terhadapl pertumbuhanl danl pembentukanl diril setiapl manusia.l Balapl liarl 

biasanyal dilakukanl padal lingkunganl yangl sepi,l jarangdilakukanl 

penggerebekanl polisi,l danl kondisil jalanl yangl miniml cahaya.l Remajal yangl 

berbuatl baikl ataul burukl dipengaruhil olehl kondisil lingkunganl sosiall dimanal 

tempatl merekal tinggal.l 

58
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Lokasil seseorangl yangl beradal dil dekatl tempatl yangl seringl terjadil 

balapl liarl makal akanl membuatl masyarakatl lingkunganl sekitarl terlebihl 

remajal seringl menontonl balapl liarl tersebut.l Hall inil dapatl memicul terhasutnyal 

seseorangl untukl mengikutil balapl liarl tanpal berpikirl matangl terlebihl dahulu.l  

3. Faktorl Ekonomi 

Tidakl dapatl dipungkiril bahwal ekonomil merupakanl bagianl palingl 

pentingl daril kehidupanl manusia.l Semual orangl membutuhkanl uangl untukl 

memenuhil kebutuhanl daril primer,l sekunder,l hinggal tersier.l Setiapl manusial 

membutuhkanl uangl danl melakukanl segalal caral supayal dapatl bertahanl hidup.l 

Balapl liarl adalahl salahl satul kegiatanl yangl menghasilkanl uang.l Biasanyal 

kegiatanl tindakl pidanal balapl liarl menyediakanl uangl taruhanl yangl akanl 

diberikanl kepadal pelakul yangl memenangkanl balap.l Hall inil menjadil salahl 

satul alasanl mengapal seseorangl melakukanl balapl liarl yangl memilikil resikol 

yangl cukupl tinggi.l Denganl uangl daril hasill balapl tersebutl merekal dapatl 

menyambungl hidupl danl menghidupil dirinyal kembali.l Statusl ekonomil 

orangtual yangl rendahl akanl membuatl keinginanl anakl tidakl terpenuhi,l 

sehinggal anakl mencaril caral untukl mendapatkanl tambahanl uangl untukl 

mengabulkanl keinginannya. 

4. Faktorl Internal 

Faktorl internall yaknil faktorl yangl tumbuhl daril dalaml diril individul itul 

sendiri.l Faktorl internall yangl dimaksudkanl padal penelitianl inil adalahl 
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mengenail keinginanl seorangl individul akanl kebebasan,l kemandirian,l sertal 

gayal hidup.
59

 

Selainl itul terdapatl jugal ketertarikan,l kesenagan,l hobi,l ataul seleral 

individul tersebutl tentangl hall yangl ial sukai.l Apabilal individul tersebutl 

menyukail dunial balapl motor,l hall inil mengakibatkanl terjadinyal doronganl 

kuatl bagil seseorangl untukl melakukanl balapl liar. 

Berdasarkanl hasill penelitianl yangl dilakukanl olehl penulisl diatasl makal 

dapatl ditarikl kesimpulanl bahwal faktorl meningkatnyal kasusl balapl liarl dil Kotal 

tegall dipengaruhil olehl faktorl lingkunganl keluarga,l faktorl lingkunganl sosial,l 

faktorl ekonomil danl faktorl internall yaitul yangl berasall daril individul tersebut.l l  

B. Peranl Kepolisianl Dalam l Menanggulangil Tindakl Pidanal Balapl Liar 

Menyikapil adanyal tindakanl balapl liarl yangl dapatl menimbulkanl kerugianl 

baikl bagil pelakul maupunl orangl lain,l peranl kepolisianl dibutuhkanl untukl 

menanggulangil adanyal fenomenal ini.l Upayal yangl dilakukanl untukl dapatl 

menanggulangil danl mencegahl aktivitasl balapl liarl dapatl dilakukanl denganl 

menggunakanl beberapal pendekatanl sepertil penegakanl hukum,l pemantauan,l danl 

keterlibatanl masyarakat.l Lalul Lintasl danl Angkutanl Jalanl (LLAJ)l harusl 

dikembangkanl potesil danl perannyal untukl mewujudkanl keamanan,l 

kesejahteraan,l ketertibanl berlalul lintasl danl angkutanl jalanl dalaml rangkal 

mendukungl Pembangunanl ekonomil danl pengembanganl ilmul pengetahuanl danl 

teknologi,l otonomil daerah,l sertal penyelenggaraanl negara.l Penegakanl hukuml 

berupal penindakanl terhadapl pelanggaranl LLAJl diaturl dalaml Pasall 264l sampail 
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denganl Pasall 272l Undang-Undangl Nomorl 22l Tahunl 2009.l Penindakanl 

pelanggaranl inil dilakukanl dalaml bentukl pemeriksaanl kendaraanl bermotorl dil 

jalanl yangl dilakukanl olehl Petugasl Kepolisianl Negaral Republikl Indonesial 

(selanjutnyal disingkatl Petugasl Polri)l danl Penyidikl Pegawail Negeril Sipill dil 

bidangl Lalul Lintasl danl Angkatanl Jalan.
60

l Salahl satul bentukl Tindakanl yangl 

diberikanl bagil pelakul pelanggaranl adalahl pemberianl suratl tilang,l menindakl 

pelaku,l orangtua,l danl guru.l Berikutl beberapal upayal penanggulanganl kasusl balapl 

liarl yangl dilakukanl olehl Kepolisianl dil Kotal Tegall diantaranyal adalahl :
61

 

1. Penegakanl Hukum 

Penegakanl hukuml merupakanl suatul tindakanl prosesl dilakukannyal 

upayal tegaknyal suatul norma-normal hukuml secaral nyatal sebagail pedomanl 

seorangl individul dalaml mengambill keputusanl baikl dalaml lalul lintasl ataul 

dalaml kehidupanl bermasyarakatl danl bernegara.l Hukuml harusl ditegakkanl 

untukl menjagal ketertiban,l keadilan,l danl menjagal kedaulatanl negaral danl 

masyarakatl sehinggal hakl setiapl wargal terjagal denganl baik.l  

Sebagail lembagal penegakl hukum,l kepolisianl memilikil wewenangl 

besarl dalaml menegakkanl hukuml dalaml penangananl lalul lintasl khususnyal 

padal kasusl tindakl pidanal balapl liar.l Dasarl hukuml mengenail Lalul Lintasl danl 

Angkutanl Jalanl terdapatl padal Undang-Undangl Nomorl 22l Tahunl 2009.l Pasall 

yangl mengaturl mengenail Lalul Lintasl danl Angkutanl Daratl terdapatl padal 

pasall 115l yaknil pengemudil kendaraanl bermotorl dil jalanl dilrangl 
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mengemudikanl kendaraanl melebihil batasl kecepatanl palingl tinggil yangl 

diperbolehkanl sebagaimanal dimaksudl dalaml pasall 21l danl ataul berbalapanl 

denganl kendaraanl bermotorl lain.l  

Selainl itu,l terdapatl jugal pasall 297l yangl memberikanl dasarl hukuml 

untukl mengaturl hukumanl bagil pelakul balapl liarl yaknil setiapl orangl yangl 

mengemudikanl kendaraanl bermotorl berbalapanl dil jalanl sebagaimanal 

dimaksudl dalaml pasal 115l dipidanal denanl pidanal kurunganl palingl lamal 1l 

tahunl ataul dendal palingl banyakl Rpl 3.000.000,00l (tigal jutal rupiah).l Denganl 

dasarl ini,l kepolisianl dapatl mengambill tindakanl untukl memberikanl sanksil 

danl hukumanl terhadapl pelakul yangl telahl terbuktil melakukanl pelanggaranl 

lalul lintas.l Hukumanl yangl diberikanl dapatl berupal denda,l administratif,l 

pembinaan,l ataul tindakanl hukuml lainl yangl disesuaikanl denganl tingkatl 

pelanggaranl yangl dilakukanl olehl pelakul tindakl pidanal khususnyal balapl liar.l l  

Pasall 260l UUl No.l 22l Tahunl 2009l menyatakanl bahwal kepolisianl 

memilikil kewenanganl untukl melaksanakanl enindakanl danl penyidikanl 

tindakl pidanal untukl penegakanl aturanl lalul lintasl danl menciptakanl ketertibanl 

jalanl raya.l  

Dalaml rangkal penertibanl jalanl ini,l aparatl kepolisianl 

memberhentikan,l melarang,l ataul menundal pengoperasianl danl menyital 

sementaral kendaraanl bermotorl yangl digunakanl untukl tindakl pidana,l 

melakukanl pemerikasaanl tentangl kebenaranl barangl bukti,l memintal 

keteranganl daril pengemudil danl pemilikl kendaraan,l melakukanl penyitaanl 

terhadapl SIM,l STNK,l muatanl sebagail barangl buti,l melakukanl penindakanl 

sesuail denganl peraturanl perundang-undangan,l membuatl danl 

menandatanganil berital acaral pemeriksaan,l menghentikanl penyidikan,l 
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mekaukanl penahananl barangl bukti,l danl melakukanl tindakanl hukuml lainl 

secaral bertanggungl jawab.
62

l Pasall 260l inil memfokuskanl untukl diambilnyal 

langkah-langkahl untukl dapatl melindungil keamananl danl ketertibanl 

masyarakat.l Denganl ditegakkannyal hukuml sesuail denganl dasarl Undang-

Undang,l diharapkanl dapatl mengurangil terjadinyal tindakl pidanal khusunyal 

tindakl pidana
63

l balapl liarl baikl dil Kotal Tegall sendiril maupunl dil seluruhl 

Indonesia. 

2. Keterlibatanl Masyarakatl  

Dalaml kasusl tindakl pidanal balapl liar,l keterlibatanl instansil ataul 

organisasil terkaitl keamanan,l kepolisian,l danl masyarakatl sekitarl merupakanl 

suatul keputusanl yangl tepat.l Hall inil dikarenakanl dalaml tindakl pidanal balapl 

liarl diperlukanl kerjasamal antarl aspekl keamanan,l kenyamanan,l danl 

penegakanal hukum.l Dalaml UUl No.l 22l Tahunl 2009l tentangl Lalul Lintasl danl 

Angkutanl Jalanl menyatakanl bahwal tugasl foruml laul lintasl danl Angkatanl 

jalanl melakukanl koordinasil antarl instansil penyelenggaral yangl 

mememrlukanl keterpaduanl dalaml merencanakanl danl meyelesaikanl 

masalahl Lalul Lintasl danl Angkutanl Jalanl yangl terdiril daril unsurl Pembinal 

forum,l penyelenggara,l akademisi,l danl masyarakat.
64

l Pasall 256l poinl (2)l UUl 

Nol 22l Tahunl 2009l membahasl mengenail peranl sertal masyarakatl dalaml 

penyelenggaraanl Lalul Lintasl danl Angkutanl Jalanl dimanal masyarakatl dapatl 

berperanl dalaml pmantauanl danl penjagaanl keamanan,l keselamatan,l 

ketertiban,l danl kelancararanl lalul lintas.l Pasall 257l UUl nol 22l Tahunl 2009l 
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menyatakanl bahwal peranl sertal masyarakatl dapatl dilakukanl secaral 

perseorangan,l kelompok,l organisasil profesi,l badanl usaha,l ataul orgaanisasil 

kemasyarakatanl lainl sesuail denganl prinsipl keterbukaanl danl kemitraan.l  

Pasall 258l dikatakanl bahwal masyarakatl wajibl berperanl sertal dalaml 

pemeliharaanl saranal danl prasaranal jalan,l pengembanganl disiplinl danl etikal 

berlalul lintas,l danl berpartisipasil dalaml pemeliharaanl keamanan,l 

keselamatan,l ketertiban,l danl kelancaranl Lalul Lintasl danl Angkutanl Jalan.
65

l  

Denganl demikian,l peranl sertal masyarakatl sangatl dibutuhkanl untukl 

mendukungl berjalannyal ketertibanl dalaml berkendaral khususunyal dalaml 

kasusl tindakl pidanal balapl liar.
66

 

3. Upayal Pre-Emtif 

Upayal pre-emtifl adalahl suatul bentukl upayal awall yangl dilakukanl olehl 

pihakl kepolisianl untukl mencegahl terjadinyal kejahatanl ataul tindakl pidanal 

balapl liarl dil Kotal Tegal.l Upaya-upayal yangl yangl dilakukanl dalaml 

penanggulanganl tindakl pidanal balapl liarl secaral pre-emtifl adalahl denganl 

melakukanl penanamanl nilai-nilail ataul norma-normal yangl baikl sehinggal 

norma-normal tersebutl terealisasikanl dalaml diril seseorang
67

.l  

Upayal pre-emtifl adalahl upayal pencegahanl yangl dilakukanl olehl 

pihakl kepolisianl Kotal Tegall untukl menanganil tindakl pidanal balapl liar.l 

penangananl secaral pre-emtifl dilaksanakanl denganl memberikanl 

pengetahuanl danl edukasil kepadal khalayakl umuml yangl beluml terkomunikasil 
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tindakl pidanal balapl liarl sehinggal masyarakatl pahaml mengenail hukuml danl 

tindakanl yangl harusl diambil
68

. 

Upayal pre-emtifl yangl dilakukanl olehl Kepolisianl Kotal Tegall adalahl 

denganl memberikanl penyuluhanl danl sosialisasil melaluil pendekatanl kepadal 

masyarakatl sekitarl lokasil balapl liar.l Penyuluhanl inil dilakukanl untukl 

meningkatkanl kesadaranl masyarakatl setempatl mengenail dampakl yangl 

terjadil apabilal terjadil tindakl pidanal balapl liarl danl melaporkannyal padal pihakl 

berwajibl jikal terjadil kejadianl tindakl pidanal balapl liar.
69

l Kegiatanl inil 

dilakukanl denganl mengadakanl kegiatanl sosialisasi,l penyuluhan,l danl 

workshopl denganl temal mengenail penjelasanl secaral dalaml mengenail 

dampakl negativel balapl liarl baikl daril sisil keamananl jalan,l resikol kecelakaan,l 

danl sanksil ataul hukumanl yangl akanl didapatkanl aabilal seseorangl melakukanl 

tindakl pidanal balapl liar.l selainl itu,l dilakukanl jugal penyebaranl pamfletl 

melaluil medial sosiall untukl mencapail targetl yangl lebihl luasl danl mengedukasil 

lebihl banyakl khalayakl masyarakat.
70

 

4. Upayal Preventif 

Upayal preventifl adalahl tindakanl yangl dilakukanl untukl mencegahl 

ataul menjagal kemungkinanl akanl terjadinyal tindakl kejahatan.l Mencegahl 

kejahatanl lebihl baikl daril padal mendidikl penjahatl menjadil baikl Kembali,l 

sebabl bukanl sajal diperhitungkanl segil biaya,l namunl upayal inil lebihl mudahl 
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dilakukanl untukl mewujudkanl tercapainyal suatul tujuan.
71

Adapunl beberapal 

upayal preventifl yangl dilakukanl olehl pihakl Kepolisisanl Kotal Tegall 

erdasarkanl wawancaral yangl telahl dilakukanl olehl penulisl diantaranyal adalahl 

: 

a. Melakukanl patrolil rutin 

b. Melakukanl sosialisasil dil sekolah 

c. Penjagaanl dil pos-posl yangl rawanl terjadl balapl liar 

5. Upayal Represifl  

Upayal represifl adalahl upayal yangl bertujuanl untukl menertibkanl paral 

pelakul tindakl pidanal balapl liarl danl memperbaikinyal kembalil sehinnggal 

pelakul menyadaril bahwal perbuatanl yangl dilakukannyal adalahl perlakuanl 

yangl melanggarl hukuml danl merugikanl masyarakat.l Denganl adanyal payal inil 

diharapkanl pelakul tidakl mengulangil perbuatannyal kembalil karenal sanksil 

yangl telahl diberikan.l Upayal represifl inil dilakuakl setelahl terjadinyal tindakl 

pidanal balapl lairl dilakanakan.l  

Adapunl upayal represifl yangl dilakukanl Kepolisianl Kotal Tegall dalaml 

menanggulangil kasusl tindakl pidanal balapl liarl berdasarkanl hasill wawancaral 

yangl telahl dilakukanl olehl penulisl diantaranyal adalah
72

l : 

a. Penangkapanl Pelakul Balapl Liar 

Berdasarkanl KUHAPl (Hukuml Acaral Pidana)l Babl 5l tentangl 

penangkapan,l penahanan,l penggeledahanl badan,l pemasukanl rumah,l 
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penyitaanl danl pemerikasaanl suratl Pasall 17,l berbunyi:l Perintahl 

penangkapanl dilakukanl terhadapl seseorangl yangl didugal kerasl 

melakukanl tindakl pidanal berdasarkanl buktil permulaanl yangl cukup.
73

l  

Informasil mengenail balapl liarl dapatl diperolehl melaluil anggotal 

polisi,l intel,l rekamanl CCTV,l danl laporanl masyarakatl yangl mengetahuil 

ataul merasal terganggul denganl suaral bisingl knalpotl sertal kekhawatiranl 

akanl keselamatanl elakul tindakl pidanal balapl liar.l Setelahl diketahuil titikl 

lokasil diadakannyal balapl liar,l aparatl kepolisianl segeral 

mennindaklanjutil denganl pemberianl informasil kepadal anggotal lainl 

untukl dilakukanl operasil penggerebekan.l Informasil inil dibagikanl vial 

pesanl whatsapp,l Instagraml maupunl denganl caral lain.l Setelahl regul 

terbentuk,l apparatl kepolisianl meluncurl kel lokasil kejadian.l Biasanyal 

anggotal kepolisianl menyamarl denganl menggunakanl pakaianl biasal danl 

menangkapl pelakul tindakl pidanal balapl liar.l Upayal penggerebekanl 

biasanyal dilakukanl olehl satul reul yagl terdiril daril 15l anggotal yangl tediril 

daril Anggotal Satuanl Lalul Lintas,l Sabhara,l Intel,l danl Reskrim.
74

l  

Setelahl dilakukanl penangkapan,l pelakul balapl lairl akanl dibawal 

kel Resortl Tegall untukl dilakukanl keteranganl danl penggeledahan.l 

Penggeledahanl dilakukanl untukl mendapatkanl barangl buktil apabilal paral 

pelakul memilikil kemungkinanl untukl melakukanl kejahatanl lainnyal 

sepertil pembegalan.l Penggeledahanl meliputil KTP,l SIM,l danl STNK.l 
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Barangl buktil yangl ditemukanl dalaml aksil tindakl pidanal balapl motorl 

biasanyal adalahl rokok,l hp,l motor,l danl uangl yangl digunakanl padal saatl 

tindakl balapl liarl berlangsung.l Selanjutnyal dilakukanl pembinaanl 

denganl melakukanl tindakanl fisikl sepertil olahraga,l danl menghubungil 

keluargal pelakul untukl melakukanl penjemputan.l Pembinaanl jugal 

dilakukanl denganl pemberianl informasil supayal pelakul tidakl melakukanl 

perbuatnl menyimpangl lagil danl memberikanl kesematanl kepadal paral 

pemudal untukl berubahl menjadil lebihl baik.l Namun,l setelahl dilakukanl 

penggerebekan,l penagkapan,l danl pembinaaan,l masihl beluml adal efekl 

jeral daril prosesl penagkapanl terhadapl pelakul balapl liar.
75

 

b. Pemberianl Sanksil Danl Hukuman 

Sanksil yangl diberikanl kepadal peakul balapl liarl biasanyal adalahl 

penyitaanl kendaraanl yangl dipakail padal saatl pelaksaanl balapl liar.l 

Keputusanl pengadilanl terhadal motor-motorl tersebutl bisanyal berupal 

dendal administratif.l Motorl yangl tidakl memenuhil standarl dapatl diambill 

apabilal dirubahl menjadil motorl standarl yangl dilakukanl langsungl dil 

kantorl polisil dimanal tempatl motorl tersebtul berada.
76

l  

Sanksil yangl diterimal olehl pelakul yangl melakukanl tindakl pidanal 

balapl liarl berdasarl padal Undang-Undangl Republikl Indonesial Nomorl 22l 

Tahunl 2009l Tentangl Lalul Lintasl danl Angkutanl Jalanl Pasall 287l Ayatl 5l 

yangl berbunyil :l Setiapl orangl yangl mengemudikanl kendaraanl bermotorl 
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dil jalanl yangl melanggarl aturanl batasl kecepatanl palingl tinggil ataul palingl 

rendahsebagaianal dimaksudl dalaml Pasall 106l Ayatl (4)l hurufl gl ataul Pasall 

115l hurufl al dipidanal denganl kurunganl palingl lamal 2l bulanl ataul dendal 

sebanyakl Rpl 500.000l (Limal Ratusl Ribul Rupiah).l Pasall lainnyal yangl 

mengaturl mengenail sanksil balapl liarl adalahl Pasall 297l yangl berbunyi:l 

Setiapl orangl yangl mengemudikanl Kendaraanl Bermotorl berbalapanl dil 

Jalanl sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 115l hurufl bl dipidanal denganl 

pidanal kurunganl palingl lamal 1l (satu)l tahunl ataul dendal palingl banyakl 

Rp.l 3.000.000,00l (tigal jutal rupiah).l  

Berdasarkanl hasill penelitianl denganl Undang-Undangl yangl berlakul 

ternyatal apal yangl diharapkanl sudahl sesuail denganl sanksil yangl seharusnyal 

diberikan.l Sedangkan,l berdasarkanl hasill observasil yangl penulisl lakukanl denganl 

sejumlahl narasumberl sertal pengamatanl langsung,l didapatkanl keteranganl bahwa,l 

pemberianl sanksil terhadapl pelakul balapl liarl denganl memberikanl sanksil suratl 

pernyataan,l penahananl motorl hinggal berbulan-bulanl apabilal surat-suratl yangl 

dimilikil tidakl lengkap,l pidanal kurunganl selamal 3l bulanl ataul palingl lamal 1l tahun,l 

danl pembayaranl dendal sesuail denganl undang-undangl yangl mengatur. 

C. Kendalal danl Solusil Kepolisianl Dalam l Menanggulangil Tindakl Pidanal Balap l 

Liar 

Keberhasilanl peranl kepolisianl dalaml menanggulangil tindakl pidanal balapl 

liarl dil Kepolisianl Resorl Tegall Kotal tidaklahl sematal –l matal menyangkutl 

ditegakannyal hukuml yangl berlaku.l Adapunl kendalal yangl mempengaruhil 
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pelaksanaanl peranl kepolisianl dalaml menanggulangil tindakl pidanal balapl liarl dil 

Kepolisianl Resorl Tegall Kota,l antaral lainl : 

1. Kendalal  

Kendalal merupakanl suatul kondisil dimanal gejalal ataul hamabatanl danl 

kesusahanl menjadil suatul penghalangl tercapainyal suatul keinginanl yangl akanl 

dicapai.
77

l Kendalal merupakanl keadaanl dimanal terdapatl hambatanl dalaml 

menanganil kasusl balapl liarl sehinggal upayal penanggulanganl beluml dapatl 

dilakukanl secaral optimall sehinggal bentukl pelanggaranl ataul tindakl pidanal 

beluml dapatl diberantasl secaral utuh.l Kendalal yangl dialamil olehl pihakl 

Kepolisianl Kotal Tegall dalaml menanganil tindakl pidanal balapl liarl 

berdasarkanl hasill wawancaral yangl telahl dilakukanl penelitil diantaranyal 

adalahl 

78
: 

a. Rendahnyal Tingkatl Kesadaranl Hukuml  

Kesadaranl hukuml yangl tinggil mengakibatkanl wargal 

masyarakatl mematuhil ketentuanl hukuml yangl berlaku,l sebaliknyal 

apabilal kesadaranl hukuml sangatl rendah,l makal derajatl kepatuhanl 

terhadapl hukuml jugal tidakl tinggil 

79
l Rendahnyal kesadaranl hukuml dapatl 

desebabkanl olehl faktorl internall yaknil pendidikan,l tanggungl jawab,l polal 

pikir,l danl ekonomil masyarakatl yangl rendah.l Tingkatl kesadaranl hukuml 

Masyarakatl Tegall untukl mematuhil aturanl masihl sangatl rnedah.l  
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Hall inil dapatl dilihatl daril banyaknyal pelanggaranl mengenail lalul 

lintas.l Salahl satul hall sederhanal yangl dapatl dilakukanl seseorangl dalaml 

menegakkanl hukuml adalahl tertibl berlalul lintas.l Namun,l apabilal 

pelanggaranl lalul lintasl masihl terusl dilakukan,l makal pelanggaranl 

tersebutl dapatl menujul kepadal pelanggaranl yangl lebihl beratl yangl 

mengakibatkanl hukumanl yangl akanl diterimal akanl lebihl beratl juga.
80

 

b. Kemahiranl jokil ataul balapl motorl dalaml meloloskanl diril  

Setiapl pelakul jokil memilikil kemampuanl danl keberanianl untukl 

mengendarail kendaraannyal denganl kecepatanl tinggi.l Hall inil 

menyebabkanl anggotal kepolisisanl merasalahl kesulitanl dalaml 

pengejaranl danl penangkapan.l  

Adanyal hall sepertil inil menyebabkanl apparatl kepolisianl hanyal 

dapatl menangkapl sebagianl kecill daril beberapal jokil saatl apparatl 

kepolisianl melakukanl huntingl danl pengincaranl terhadapl salahl satul jokil 

tindakl pidanal balapl liar.l Kecepatanl lajul motorl dapatl dikarenakanl 

modifikasil yangl telahl diracangl danl dibuatl sebelumnyal olehl pelakul balapl 

liarl sehinggal kendaraanl dapatl melajul denganl kecepatanl diatasl standarl 

kendaraanl lainl yangl tidakl dimodif.
81

 

c. Jumlahl pelakul yangl banyak 

Banyaknyal pecintal dunial balapl mengakibatkanl padal saatl 

pelaksannanl balapl liarl dipenuhil olehl penontonl danl kelompokl jokil yangl 
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memenuhil jalanl yangl dijadikanl sirkuit.l Jumlahl personill aparatl 

kepolisianl yangl bertugasl penggerebekanl danl razial tidakl sepadanl 

denganl jumahl pelakul yangl terlibatl dalaml kegiatanl balapl liar.
82

 

2. Solusil  

Solusil adalahl caral ataul jalanl yangl digunakanl untukl memecahkanl 

ataul menyelesaikanl masalahl tanpal adanyal tekanan.l Tanpal adanyal tekananl 

yangl dimaksudl adalahl adanyal objektivitasl dalaml penentuanl pemecahanl 

masalahl dimanal Solusil yangl akanl diaplikasikanl tidakl memaksal danl 

berpedomanl padal kaidahl ataul aturanl yangl ada.l 

83
l Solusil yangl digunakanl 

untukl kendalahl kendalal yangl dialamil olehl pihakl kepolisianl dalaml 

menanggulangil tindakl pidanal balapl liarl dil Kotal Tegall dil antaranyal adalah
84

:l  

a. Melakukanl sosialisasil  

Perlul diadakanl peningkatanl pelaksanaanl penyuluhanl danl 

sosialisasil kepadal seluruhl lapisanl masyarakatl secaral meratal khususnyal 

kalanganl remajal yangl berpotensil terpengaruhl denganl balapl liarl karenal 

terdapatl taruhanl dil dalamnya.l Sosialisasil jugal perlul dilakukanl untukl 

club-clubl motorl danl bengkel-bengkell motor
85

. 

b. Melakukanl Razia 
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Aparatl kepolisianl dapatl melakukanl razial danl pecegatanl padal 

saatl dilaksanakannyal kegiatanl tindakl pidanal balapl liar.l Pencegatanl 

dilakukanl padal jalanl yangl berpotensil dilewatil olehl paral pelakul balapl liarl 

untukl melarikanl diri.l Denganl demikianl paral pelakul dapatl tertangkapl 

danl diberikanl tindakl lanjutl dil kantorl polisil terdekat. 

c. Penambahanl jumlahl personel 

Penambahanl jumlahl perosnell padal saatl razial danl 

penggerebekanl tindakl pidanal balapl liarl sangatl diperlukan.l Hall inil 

dikarenakanl banyaknyal jumlahl pelakul yangl terlibatl dalaml tindakl 

pidanal balapl liarl berjumlahl banyakl masa.l Jumlahl personell aparatl 

kepolisianl yangl diterjunkanl sangatl terbatasl untukl melakukanl 

penangkapanl kepadal seluruhl pelakul yangl terlibat.
86

 

Berdasarkanl uraianl dil atas,l dapatl disimpulkanl bahwal strategil dalaml 

penanggulanganl tindakl pidanal balapl liarl dapatl dilakukanl melaluil 

pendekatanl internall danl pendekatanl eksternal.l Pendekatanl internall 

dilakukanl melauil pengawasanl orangtual terhadapl aktivitasl anaknya,l danl 

pendekatanl eksternall dilakukanl melaluil kerjal samal pihakl berwenangl sepertil 

kepolisianl denganl Lembagal Swadayal Masyarakatl (LSM),l organisasil 

kepemudaan,l organisasil pengamanl desal setempatl sehinggal pemberantasanl 

tindakl pidanal balapl liarl akanl berjalanl denganl baikl danl efektifl denganl 

terlibatnyal banyakl lapisn.l Kesadaranl diril pelakul untukl tidakl melakukanl 
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tindakl pidanal balapl liarl jugal sangatl berpengaruh.l Denganl demikian,l 

sosialisasil tentangl kesadaranl hukuml harul terusl dilakukan. 
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BABl IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl hasill penelitianl danl pembahasanl dil atasl ,l makal penulisl dapatl 

menyimpulkanl sebagail berikutl : 

1. Meningkatnyal balapl liarl dil Kotal Tegall berasall daril faktorl lingkunganl 

keluarga,l lingkunganl sosial,l faktorl ekonomi,l danl faktorl internall daril dalaml 

diril pelaku.l Faktorl lingkunganl keluargal meliputil kurangnyal kasihl sayangl danl 

pengawasanl orangtual terhadapl pelaku.l Faktorl lingkunganl sosiall yangl 

memperlihatkanl kegiatanl balapl liarl secaral langsungl yangl memicul pelakul 

menirul perilakul balapl liar.l Selanjutnyal faktorl ekonomi,l tindakl pidanal balapl 

liarl memberikanl taruhanl bagil yangl menangl akanl mendapatkanl hadiahl berupal 

uang,l uangl inil akanl digunakanl pelakul untukl mememnuhil kebutuhanl hidupl 

sehari-harinya.l Faktorl internall meliputil keinginanl daril dalaml diril pelakul 

mengenail kesenanganl danl hobinyal dalaml dunial balap. 

2. Peranl kepolisianl dalaml menanganil kasusl tindakl pidanal balapl liarl dil Kotal 

Tegall yaknil denganl melakukanl penegakanl hukuml yangl berlaku,l mengajakl 

masyarakatl danl instansil terkaitl untukl salingl bekerjasamal dalaml penangananl 

tindakl pidanal balapl liar.l Kepolisianl jugal melakukanl upayal preventifl denganl 

melakukanl sosialisasi,l workshop,l penyuluhanl kepadal masyarakatal yangl 

tinggall dil sekitarl lokasil balapl liarl denganl temal dampakl negativel balapl liarl 

sertal penjagaanl padal tempatl lokasil sekitarl yangl rawanl terjadil balapl liar.l 

Upayal terakhirl yangl dilakukanl olehl pihakl kepolisianl adalahl upayal represifl 
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denganl menangkapl pelakul balapl liarl memberikanl hukumanl danl sanksi,l sertal 

pembinaanl sesuail denganl hukuml danl aturanl yangl telahl dibuat.l  

3. Kendalal yangl dilakukanl kepolisianl Kotal Tegall dalaml menanggulangil tindakl 

pidanal balapl liarl dil Kotal Tegall adalahl rendahnyal kesadaranl hukuml 

masyarakat,l kemahiranl jokil dalaml mengendarail sepedal motorl denganl 

kecepatanl tinggi,l danl banyaknyal jumlahl pelakul yangl mengikutil tindakl 

pidanal balapl liarl yangl tidakl seimbangl denganl jumlahl polisil yangl bertugas.l 

Solusil untukl menanganil kendalal dalaml tidakl pidanal balapl liarl dil Kotal Tegall 

adalahl denganl melakukanl sosialisiasil denganl merata,l rutinl melakukanl razia,l 

sertal penambahanl jumlahl personell untukl melakukanl penangkapanl danl 

pemberianl tindakl lanjutl padal pelaku. 

B. Saranl  

Adapunl saranl yangl dapatl diberikanl penulisl terhadapl hasill penelitianl inil 

adalahl sebagail berikutl : 

1. Pemerintahl daerahl Tegall diharapkanl dapatl mendirikanl sirkuitl yangl 

sebenarnyal untukl lintasanl balapl sepedal motor,l sehinggal pelakul dapatl 

menyalurkanl hobinyal padal tempatl yangl sesuail danl tidakl lagil menggunakanl 

jalanl umuml untukl berbalapanl denganl teman-temannya. 

2. Dil dalaml kelompokl yangl menyukail dunial balap,l pelakul harusl bergabungl 

denganl komunitasl ataul klubl balapl resmil danl berlatihl dil sirkuitl untukl 

menyalurkanl hobinya. 

3. Pihakl orangtual pelakul balapl liarl diharapkanl senantiasal memberikanl anakl 

merekal perhatianl danl pengawasanl sehinggal dapatl mengelolal aktivitasl 
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sehari-haril danl mengembangkanl kebiasaanl yangl positifl danl terhindarl daril 

perilakul yangl menyimpangl diantaranyal adalahl balapl liar. 

4. Untukl petugasl kepolisianl diharapkanl melakukanl upayal yangl lebihl massifl 

untukl pencegahanl balapl liarl termasukl patroll siangl malam,l pembubaranl 

kelompokl premotorl yangl mencurigakan,l pembubaranl ketikal terjadil balapl 

liar,l sertal penagkapanl danl penilanganl pelaku. 

5. Kepadal penelitil selanjutnyal untukl dapatl menambahkanl aspekl padal kajianl 

yangl inginl ditelusuri,l memperbanyakl jumlahl narasumberl untukl 

mendapatkanl informasil yangl lebihl akuratl gunal hasill yangl lebihl baikl dil masal 

mendatang. 
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D. Peraturanl Perundang-Undangan 

Kitabl Undang-Undangl Hukuml Pidanal (KUHP) 

Kitabl Undang-Undangl Hukuml Acaral Pidanal (KUHAP) 

Undang-Undangl Dasarl Negaral Republikl Indonesial Tahunl 1945l  

Undang-l Undangl Nomorl 22l Tahunl 2009l Tentangl Lalul Lintasl Danl Angkatanl Jalan 

Undang-Undangl Nomorl 2l Tahunl 2002l Tentangl Kepolisianl Negaral Republikl 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

  


